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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN
SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
J alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba B be
o ta T te
<« $a S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha Kh ka dan ha
2 dal D De
2 zal 7 zet (dengan titik di atas)
J ra R Er
J zai z Zet
o sin S Es
U syin Sy es dan ye
) sad S es (dengan titik di bawah)
) dad d de (dengan titik di bawah)
pN ta t te (dengan titik di bawah)
pX) Za Z zet (dengan titik di bawah)
e ‘ain I apostrof terbalik
e gain G Ge
s fa F Ef
a qaf Q Qi
d kaf K Ka
J lam L El
e mim M Em
J nun N En
5] wau W We
-2 ha H Ha
¢ hamzah ’ Apostrof
s ya Y Ye




Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (*).

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
y fath}ah a a
) kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

S kaifa

-

ds»  :haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:
Gl :mata
Contoh:

o)) T rama
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dz  :qila
&y yamdtu
4. Ta marbdtah

Transliterasi untuk ta’ marbatah ada dua, yaitu: ta’ marbatah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta’ marbatah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbdtah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbatah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JElY) "aa s * raudah al-atfal

ALl 4l - al-madmah al-fadilah
ER - al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( = ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

W5  :rabbana
W& :najjaing
Gall 1 al-hagq
Azl s nu“ima
3ae . ‘aduwwun

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (.—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.



Contoh:
Ke  :‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
20 “Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
il : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
a3 :al-zalzalah (az-zalzalah)
il alfalsafah
Bd :al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

&353‘53 . ta’murdna
¢ 53 s al-nau’
R : syai'un
&l : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
XV



akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an(dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwih

9. Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:

41 & dihullgh 44 billah

Adapun ta’ marbatah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

4 4235 e 2ahum f7 rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks



maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasal

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tasi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata lbnu (anak dari) dan Aba
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abt al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Aba al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Aba al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Aba Zaid, ditulis menjadi: Aba Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid
Abi)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWit. = subhanahi wa ta ‘ala

saw. = sallallghu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Labhir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W. = Woafat tahun
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ABSTRAK

Nama : Andi Ishaka Mangga Barani



Nim :202038741300028

Judul : Akibat Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil di
Luar Nikah di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam

Tesis ini membahas tentang akibat hukum terhadap hak anak dari
perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum
Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana akibat hukum
terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten
Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan deskriftif kualitatif. Penelitian deskriptif,
peneliti langsung ke lapangan atau dilakukan di lapangan dengan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna memperoleh data yang jelas dan
representatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif.
Proses analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi data atau penarikan kesimpulan dan pengujian keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukan beberapa hal, yaitu: 1) Status hukum anak
yang ditimbulkan dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dilihat dari perspektif
hukum islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut
hukum positif yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki
sebagai ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 2) pemenuhan
perlindungan hukum hak anak hasil pernikahan wanita hamil yaitu dari
kandungan ibunya (janin) sampai usia delapan belas tahun anak berhak mendapat
perlindungan dan kesejahteraan, berhak mendapatkan identitas (kepastian hukum)
berupa nama, termasuk anak hasil zina dan pemerintah berkewajiban memberikan
perlindungan, pengakuan, pemenuhan status dan hukum terhadap anak (anak hasil
zina). 3) Akibat hukum terhadap hak-hak anak dari hasil pernikahan wanita hamil
yaitu anak luar nikah memiliki hubungan nasab dengan kedua orangtuanya
apabila adanya pengakuan dan dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan
kedua orangtuanya dan kedua orangtua anak tersebut wajib memenuhi kebutuhan
anaknya, baik mendidik, memelihara, perwalian nikah dan mewakili dalam segala
perbuatan hukum di dalam ataupun di luar Pengadilan serta segala hak-hak anak
dari kedua orang tuanya dengan sendirinya melekat kepadanya, seperti hak nasab,
hak warismewarisi, hak nafkah hak perwalian dan lain sebagainya. Kemudian
ditinjau dari hukum Islam dan dikaitkan dengan teori maslahat harus diuraikan
kedalam lima unsur pokok yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz
al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal).

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan wanita hamil, Hak Anak dan Maslahat.
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ABSTRACT

Name : Andi Ishaka Mangga Barani
NIM : 202038741300028
Title . Legal Consequences on the Rights of Children from Pregnant

Women Outside Marriage in Pinrang Regency from the
Perspective of Islamic Law

This thesis discussed the legal consequences on the rights of children from
pregnant women outside marriage in Pinrang Regency from the perspective of
Islamic law. The research aimed to analyze how the legal consequences affected
the rights of children from pregnant women outside marriage in Pinrang Regency.
The research used a descriptive qualitative method. It involved conducting field
research through observation, interviews, and documentation to obtain clear and
representative data. The collected data were analyzed qualitatively. The data
analysis process involved three stages: data reduction, data presentation, and data
verification or conclusion drawing and data validity testing.

The findings of this research indicated several points: 1) The legal status
of children born out of wedlock from pregnant women was viewed from the
perspective of Islamic law, where children born outside marriage only had civil
relationships with their mother and her family. According to positive law, children
born outside marriage had civil relationships with their mother and her family as
well as with the biological father if it could be proven through scientific
knowledge and technology or other evidence according to the law, including
blood relationships and civil relationships with the father's family. 2) The
fulfillment of legal protection for the rights of children from pregnant women
included protection and well-being from the mother's womb (fetus) until the age
of eighteen. They had the right to obtain identity (legal certainty) in the form of a
name, including children born out of adultery, and the government had an
obligation to provide protection, recognition, fulfillment of status, and legal rights
to the child (child born out of adultery). 3) The legal consequences on the rights of
children from pregnant women outside marriage entailed that children born out of
wedlock had a lineage relationship with both parents if there was recognition and
it could be proven through scientific knowledge and technology or other evidence
according to the law that they had a blood relationship with both parents. Both
parents were obliged to fulfill the needs of the child, including education, care,
marriage guardianship, and representation in all legal acts inside and outside the
court, as well as all rights of the child from both parents, such as lineage rights,
inheritance rights, sustenance rights, guardianship rights, and others. Furthermore,



from the perspective of Islamic law and its connection to the theory of maslahat
(benefit), it could be categorized into five main elements: religion (hifz al-din),
soul (hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz
al-mal).

Keywords: Legal Consequences, Pregnant Women's Marriage, Children's Rights,
Maslahat.



Gl gy
Y & Sl el 6“‘}”
YoY Y. YAVENY. .- YA: Sl 8
G5 g 8 Jalsall 2155 e i) 5 i e A il el s Al o) e
A Ay ) Sl dgas 5 il i Alkaie (A 2155

Jalsall 2155 (e Jiball Bgia o A gl clasil) Joa (H8LS Al 1) o2a

Gl 138 (e G padl Agadlll) Aoy il Sl g gl i ddhaie b 255l Bl 2 JlA

z) sl bl z s dalsall sladll 2155 e JulaY) (§gia o Ay gl Gl gl Jilal
) A dlaie A

Gy iy o s g diny a g ALl ol (b aadiuall Gl g g Ll
S5 Aaadall A (e Glauall B anglsal wy ol Glaall )8 il (sl o 58
O Lran o Al Gllal) dadlee o5 Aliad s dadaly Clly e Jsanll (584l
Clball Qs ay cdal e O Gl Jias ddee jai oo il Jilaill 335k
il daa Hlidl  eaabinl) (adtaiu) o i) (e @il s (Ll G e 5

S gl R )y el s I s ALl ede e il
Ao il shie e glol) Sl g ola dela sel e glal oo oS0 Jul3
Alile o Jadh aiall 5 ae dpine A8Dle A) Lpa g ) Ll z A aghgall Jikall () Al
a5l Bl o asdgal) Jilall G ¢ anasl) G gilal B g5 ¢ dndi gl g il
alally Gl ) Sal 13) 4nlS Ja i ae Uy 5l 5 5 sl 5 43l 5 g Agiae Adle 4
e Aiaall Bl Glly 8 Loy pally Adasi ye o 380 L 5 A00Y) e W e 5l L ol 3SCEN
o Jaladl 31 5all #2155 e dailill ol (3 saad Ay lall dlaad) eligind )Y oall 5 5 o
Gl agds e 5 dleadl 8 Gall JULDU 5 e A8l G s )osiall( 2V aa
oo ) JulaY) el b Ly cand JS5 e ) S sldll il L sed) o Jsand) b
JUL lally aaslly clighy ol ieWls laall g dajle dagSally Ul
s dalall #1535 il e L1 (5 siad 3 gilal) clail) )Y ) LM (e () sailil) JlakaY(
iy bl ie) @llia IS 1) cpall gl SIS a dlile Al agual #1530 ) &yl JuilaY)
Ol gl S e 20 lEMe aday yi ¢ o Al T8 g HAT s (o of L o) i1 g bl e 2L
zlsol e Alaslly Ale Jll g adadll laglila cilaliial Anliy Jalall gall g IS o 3k
JULY) (3 sin aren Gl 5 Al 7 Hla o Jals A0 ) el a Y aea 8 Jiiadll
AT (3 a5 ol pall G g ebiaill (3ia o (LAl Ly Adasi e Guall gl DS
Al ey cdlasll (358



Ased G lgha s e Y Aadiall Ay plas (ge Ly i g Les daaDlaY) Ay pdll im0

LY Ll 3e s (3 sia cdaladl 31 all ) 55 i sildll el ; Agalidal) cilalsl)



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau miitsaagon gholidhan untuk menaati perintan Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah, Selain itu ada juga kata al-nikahu
(pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian Aldhammu waltadakhulu
(penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan, tanakahati
al-zara’'u, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena
memuat unsur penyatuan antara salah satu pasangan suami istri dengan
pasangannya berdasarkan aturan agama Islam, baik melalui persetubuhan atau
akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu, dan
sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah,
sehingga bermakna pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian al-wath 'u
(hubungan badan).*

Pernikahan merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang mempunyai tujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan
kebutuhan lahir dan batin, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan antara
suami istri yang sebelumnya diharamkan. Disamping itu pernikahan juga harus
bisa membuat ketentraman kebahagian hidup dalam suasana yang damai serta
keharmonisan dalam keluarga. Jika dengan pernikahan itu menyebabkan
timbulnya akibat-akibat yang tidak baik, misalnya pertengkaran, perselisihan
maka hal inilah yang tidak dikehendaki dalam pernikahan dan sangat bertentangan

dengan syariat Islam yang bertujuan suci dan mulia.

Yyusuf Ad-duraiswisy and Nikah Siri, ‘Mut’ah Dan Kontrak dalam Timbangan Alqur’an
Dan As-Sunnah, Cetakan Pertama’, Jakarta: Jurnadats Tsamiah, 2010.



Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat menjalin hubungan
antara satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup
berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah swt dan
petunjuk Rasulullah saw. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya
pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu
sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita
menjadi ketentraman atau sakinah dalan istilah al-Qur’an surat al-Rum (30): 21.
Sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam/ tenangnya sesuatu
setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena ia adalah
alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah
tadinya ia meronta. Sakinah karena hal pernikahan adalah ketenangan yang
dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.?

Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat teperinci, untuk
membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang
amat mulia di tengah-tengah mahluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki
dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah
sebagai al- Khalig. Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan
dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi
syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkwainan
Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.2

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

2M Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tentang Zikir Dan Doa (Lentera Hati Group,
2006).

3Wahyu Wibisana, ‘Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya:
Perspektif Fikih Dan Hukum Positif’, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta 'lim, 15.1 (2017).



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.* Pengertian
perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI):
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau mitsagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah”.®

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila: 1) mempelai perempuan
halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2) dihadiri dua orang
saksi laki-laki, 3) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat
ketiga ini  dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi’i, Ahmad
bin Hanbal, Ishag bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla dan Ibn
Syubrumah.®

Tujuan dari sebuah perkawinan dalam Islam adalah untuk memenubhi
petunjuk agama dalam membangun keluarga yang sakinah, sejahtera dan bahagia.
Sakinah dalam menggunakan hak dan melakukan kewajiban setiap anggota
keluarga, sejahtera artinya hadirnya ketenangan hidup baik itu lahir dan batin
yang karenakan dengan terpenuhinya hubungan baik yang ada didalam keluarga
sehingga muncullah kebahagiaan, cinta kasih dan keluarga yang bahagia.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami isteri. Untuk
meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari
seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua

pasangan tersebut menikah.” Oleh karenanya untuk mewujudkan dan meraih

“Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1
Pasal 1

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
Kompilasi Hukum Islam, h. 14

®A Hamid Sarong, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Praktek Dan Prospeknya’,
Banda Aceh: Global Institute, 2015.

"Fatchiah E Kertamuda, ‘Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia’, Jakarta:
Salemba Humanika, 2009.



keluarga impian sesuai dengan tujuan perkawinan tidaklah mudah diperlukan
adanya perencanaan-perencanaan yang benar-benar mendalam dan medetail
seperti fisik, mental, ekonomi dan sosial. Langkah lain yang juga perlu dilakukan
yaitu adanya pembinaan dan bimbingan untuk terciptanya kehidupan yang
bahagia dalam keluarga yaitu di dunia dan akhirat yang kelak akan diperaktekkan
dalam kehidupan sehari-hari agar keluarga yang dibangun yaitu kehidupan rumah
tangga yang sakinah serta guna untuk kelangsungan kehidupan keluarga.
Pernikahan merupakan anugerah Allah swt, salah satu dari tanda-tanda
(ayat-ayat) kekuasaannya di alam semesta ini. Pernyataan ini sesuai dengan yang
difirmankan Allah dalam QS An-Nur/24:3
S Al a5 &5 5 s V) TeAsn Y A 3iTs A8 5 Ay ) A Y 3
el
Terjemahnya:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan,
atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh
menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik,
dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”8

Agama Islam telah mensyariatkan nikah dan larangan keras berbagai
bentuk prostitusi dan perzinaan, sebab zina disamping dinilai sebagai perbuatan
tercela juga dianggap sebagai penyebab kekacauan dan bercampurnya nasab
antara yang satu dengan yang lain. Hal inilah yang melatarbelakangi ajaran Islam

sangat menekankan untuk selalu menjaga dan memelihara kemurnian nasab.®

Pergaulan dikalangan remaja dan anak muda dewasa ini dapat dikatakan
sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit diantara mereka yang terjebak dalam
pergaulan bebas yang diakibatkan penyalahgunaan penggunaan fasilitas teknologi

seperti internet; sehingga tidak heran jika banyak terjadi fenomena wanita hamil

8R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova, Al-Quran’, Bandung:
Syaamil Quran, 2012.

°R Tetuko Aryo Wibowo and Thohir Luth, ‘Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam
Kawin Hamil’, Jurnal llmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5.2 (2020), 233-40.



diluar nikah, kecanggihan teknologi sangat menopang adanya pergaulan bebas
yang semakin terbuka, sehingga tidak heran bila terjadi kehamilan diluar nikah,
dan ditemukan orang tua datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan
dispensasi nikah bagi anak usia remaja karena harus secepatnya menikah demi

status anak yang ada dalam kandungan hasil dari perbuatan zina.°

Anak yang dilahirkan dari hasil zina atau sebagai akibat hubungan suami
isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban
nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya
saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau
bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum

Islam.

Menurut hukum perdata seorang anak sah (wetig kind) ialah anak yang
dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, sehubungan
dengan itu, Undang-undang telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan
seseorang paling lama adalah 300 hari dan paling pendek adalah 180 hari. Maka
anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan, suami
berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika ia sudah mengetahui bahwa
istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir
pada waktu dibuatnya surat Kkelahiran dan surat kelahiran itu turut
ditandatanganinya. Dalam hal tersebut sang suami dianggap telah menerima dan

mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri.*

Anak dari hasil hubungan zina tersebut menjadi problematika hukum

tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataannya. Menurut Kompilasi

WK hoirul Abror, ‘Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut
Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)’, Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 10.01
(2018), 370667.

1Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet ke 31, (Jakarta: Inter Massa, 2003).



Hukum Islam (KHI) sebagai sumber rujukan hukum umat Islam di Indonesia
sekaligus referensi keputusan hukum di lembaga Pengadilan Agama
menjelaskan'?: Pada pasal 100 KHI berbunyi: “Anak yang lahir di luar hubungan
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga
ibunya”.* Maka, anak tersebut hanya ditetapkan sebagai anak dari seorang ibu.
Secara tersurat di jelaskan pula pada Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang
berbunyi: “Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.**

Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan
perkawinan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi
yang dikandungnya, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan
menghindari dari perlakuan diskriminatif. Namun di sisi lain, kebolehan bagi
wanita hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan terkadang bisa
menimbulkan kemadlaratan, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab
meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan

bermasyarakat.

Peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus
dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi
hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara’,
dalam hal ini seperti perbuatan zina dan hamil diluar nikah. Setiap perbuatan
sudah dipastikan terdapat konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku. untuk

menutupi aib dan keberlangsungan hidup, wanita hamil karena zinah tersebut

12 Amiur Nuruddin , Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta; Kencaran,
2006).

13 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
Kompilasi Hukum Islam.

14 Kementerian Agama RI, Undang-Undang Perkawinan (CV. Al-Alawiyah: Semarang,
1974).



dinikahkan baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain.
Masalah ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial
dewasa ini ternyata kasus tersebut banyak terjadi di kalangan masyarakat.
Permasalahannya sekarang ternyata dalam kasus ini tidak hanya menyangkut
perbuatan zina dari pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga
menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungan wanita hamil

tersebut.

Pengakuan anak yang lahir akibat perzinahan sebagai ahli waris dari ibu
dan keluarga ibu mengakibatkan anak yang lahir di luar nikah berhak mewaris
dari ibu dan seluruh keluarga ibu, akan tetapi dalam kompilasi hukum Islam
khususnya Buku Il yang mengatur tentang hukum waris, tidak mengatur

bagaimana pembagian warisan dalam hal anak luar perkawinan.

Anak hasil zina di Indonesia bukan lagi fenomena yang asing di
masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan tekhnologi dan pengaruh
budaya barat, dengan begitu, ini menjadi salah satu pemicu mudahnya terjadi

pergaulan bebas dan terjadi kehamilan diluar perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang di atas menarik
untuk dilakukan penelitian mengenai Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Dari
Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kabupaten Pinrang Perspektif

Hukum Islam.
B. Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap hak anak

dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

C. Rumusan Masalah



Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang akan dikaji

lebih mendalam dari penelitian ini adalah: akibat hukum terhadap hak anak dari

perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang perspektif hukum

Islam. Pokok masalah itu akan dirinci menjadi tiga sub masalah. Sub-sub masalah

yang dimaksud adalah sebagai berikut

1.

Bagaimana status hukum anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah di

Kabupaten Pinrang?

. Bagaimana perlindungan hukum hak anak yang dilahirkan dari perkawinan

wanita hamil di Kabupaten Pinrang?
Bagaimana akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di

Kabupaten Pinrang?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengevaluasi status hukum anak dari perkawinan wanita hamil di
luar nikah menurut hukum Islam.

b. Untuk mengevaluasi perlindungan hukum hak anak yang dilahirkan dari
perkawinan wanita hamil di Kabupaten Pinrang.

c. Untuk mengevaluasi akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan
wanita hamil di Kabupaten Pinrang.

Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan llmiah

Sebagai dasar untuk menganalisis akibat hukum terhadap anak dari

perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang

b. Kegunaan Praktis



Kegunaan praktis dari penelitian adalah sebagai tambahan informasi bagi
pihak-pihak yang membutuhkan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan dan memperluas pengetahuan serta sebagai bahan acuan atau literature
bagi Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dosen, mahasiswa dan pembaca
pada umumnya tentang akibat hukum terhadap anak dari hasil perkawinan wanita

hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

E. Gambaran Besar Isi Tesis

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya
sebagai berikut:

Bab pertama; Merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang
masalah kemudian dipertegas pada rumusan masalah yang merupakan penjabaran
dari pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mengungkapkan pula definisi
operasional dan ruang lingkup penelitian yang merupakan maksud atau arti dari
judul penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman. Berikutnya adalah tujuan dan
kegunaan penelitian, yang masing-masing merupakan pernyataan dari apa yang
hendak dicapai dan pernyataan mengenai manfaat penelitian jika tujuan telah
dicapai. Dan terakhir dikemukakan garis besar isi tesis sebagai gambaran seluruh
isi tesis.

Bab kedua; Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang memuat uraian
atau pembahasan teoritis yang menjadi landasan dalam penyusunan tesis. Maka
pada bagian ini peneliti membahas teori-teori yang relevan dengan masalah-
masalah yang akan dijawab. Ini melalui buku, surat kabar dan karangan-karangan
ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun uraian
yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka pikir atau teori untuk
merumuskan penelitian ini yaitu, teori maslahat, teori kepastian hukum dan

perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di luar



nikah di Kabupatem Pinrang.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Penulis menguraikan tentang jenis serta
lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang
relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data
yang diperoleh penulis di lapangan, baik itu berupa data primer, maupun data
sekunder. Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta
teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis
memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis
memaparkan deskripsi hasil penelitian terkait status hukum anak dari perkawinan
wanita hamil di luar nikah menurut hukum Islam, perlindungan hukum hak anak
yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil di Kabupaten Pinrang, dan
bagaimana akibat hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari perkawinan
wanita hamil di Kabupaten Pinrang.

Bab kelima; Adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari apa yang
telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, atau penutup dari pembahasan tesis
ini yang didalamnya dikemukakan beberapa poin-poin kesimpulan yang
merupakan intisari pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada

dalam tesis ini serta implikasi peneliti.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Tinjauan Penelitian yang relevan merupakan bahan pustaka yang berkaitan
dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil
temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian.®> Hal ini
dimaksud untuk melihaat relevensi dan sumber-sumber yang akan dijadikan
dalam rujukan ini. Adapun peneliti terdahulu yang meneliti terkait dengan topik

tersebut.

Pertama, Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan
Maslahah) karya Erma Wulandari. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
peraturan tentang kawin hamil dalam KHI yakni pasal 53 ayat (1) memang
membolehkan seseorang menikahi wanita hamil sesuai dengan kata dapat dalam
pasal tersebut. Kebolehan itu di dasari dengan pertimbangan yang berkaitan
dengan maslahah bagi bayi yang dikandung yakni dalam rangka menjaga
kehormatan nasab (keturunan) agar tidak tercampur dengan sperma pria lain dan
tentunya juga menjaga kelangsungan hidup anak. Makna dapat dalam ayat (1)
juga mengandung persamaan boleh untuk kawin dengan laki-laki yang bukan

menghamilinya, tapi lebih baik yang mengawini adalah lelaki yang menghamili.®

Perbedaan: Penelitian Erma Wulandari lebih berfokus pada kawin hamil
dalam kompilasi hukum Islam (tinjauan maslahah), dengan tujuan untuk

mengetahui Implementasi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.

®Masyhuri Masyhuri and M Zainuddin, ‘Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan
Aplikatif (Edisi Revisi)’ (Refika Aditama, 2011).

®Erma Wulandari, ‘Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maslahah)’
(IAIN Palu, 2020).
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Sedangkan penelitian ini berfokus pada akibat hukum terhadap hak anak dari

perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

Kedua, Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah
(Studi Kasus Pernikahan Di Kabupaten Kendal Tahun 2013 — 2015) karya Adib
Mubhlasin. Hasil dari Penelitian ini merujuk pada data pernikahan tahun 2013 —
2015 yang ada pada buku register pernikahan di KUA masing-masing. Setiap
tahunnya ada sekitar 9.640 peristiwa dari jumlah tersebut terdapat 775 atau 8%
dilaksanakan dengan jalan tahkim atau wali hakim. dari 775 Peristiwa terdapat
480 (62%) terjadi karena usia kehamilan kurang dari 6 bulan. Ini berarti 480
Peristiwa tersebut berpotensi terjadi perbedaan dalam wali nikah di kalangan PPN
di Kabupaten Kendal. Tradisi figh munakahat yang berjalan di Kab. Kendal
adalah Figh Syafi“i. Ini berarti nasab seorang anak didasarkan pada usia
kehamilan, ketika PPN mengambil jalan tahkim sesuai tradsi masyarakat
Kabupaten Kendal, ada satu gajalan dalam hukum administrasi yaitu penulisan
nama ayah kandung, satu sisi diakui sebagai ayah kandung dan sisi lainnya
terhalang perwalianya, sementara dalam Undang-Undang tentang perkawinan

tidak diatur hubungan perdata seperti itu.’

Perbedaan: Penelitian dari Adib Muhlasin lebih berfokus pada penentuan
wali nikah anak hasil kawin hamil di luar nikah, Sedangkan penelitian ini
berfokus pada akibat hukum terhadap hak anak dari perkawinan wanita hamil di

luar nikah di Kabupaten Pinrang.

Ketiga, Analisa Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kab. Wajo Terhadap
Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Perspektif Mashlahah
karya Tarmizi. Tesis ini membahas mengenai Analisa Hakim Pengadilan Agama

Sengkang Kab. Wajo Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin

7Adib Muhlasin, ‘Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah’.
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Hamil Perspektif Maslahah, tujuan penelitian ini adalah (1) Implementasi pasal 53
Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil di Kabupaten Wajo. (2). Implikasi
pelaksanaan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil di Kabupaten
Wajo. (3). Analisis hakim Pengadilan Agama Sengkang Kab. Wajo terhadap pasal

53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil menurut perspektif maslahah.

Perbedaan: Penelitian Tarmizi lebih berfokus pada Analisa Hakim
Pengadilan Agama Sengkang Kab. Wajo Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum
Islam Tentang Kawin Hamil Perspektif Maslahah, dengan tujuan untuk
mengetahui Implementasi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.
Sedangkan penelitian ini berfokus pada akibat hukum terhadap hak anak dari

perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh
penulis, fokus pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap anak dari

perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang.

B. Landasan Teori

1. Teori Maslahat

Definisi al-mashlghah: kata al-mashlghah lawan dari al-mafsadah, sebab
al-mashlaha merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung
kemaslahatan atau kemanfaatan. Kata ini termasuk jenis majas mursal hubungan
sebab akibat. Maka, dikatakan: al-tijarah mashlghah (berdagang itu
mendatangkan manfaat) thalabul ilmi mashlghah (mencari ilmu itu

bermanfaat).Oleh karena itu orang Arab mengungkapkan kata mashlgzhah dengan

¥Tarmizi Tarmizi, ‘Kajian Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil
Perspektif Maslahah Menurut Hakim Pengadilan Agama Di Sengkang Kab. Wajo’ (Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).



arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia.

Definisi al-mursalah: kata al-mursalah diambil dari kata al-risal yang
berarti ‘sepi’ secara total. Secara asalnya, kata al-mashlghah al-mursalah
merupakan bentuk murakkab taushifi.Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnta
relatif dan berbeda beda tergantung perbedaan perasaan,adat, dan etika
seseorang.*®

Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat
maslahah mursalah yaitu: maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut
akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan
keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan
tujuan syara menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras
dengan tujuan syara’ tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik
berupa pengakuannya maupun penolakannya. Maslahah mursalah dalam
beberapa literatur disebut dengan maslahah muthlagah atau munasib mursal dan
ada juga yang mengistilahkannya dengan istislah. Perbedaan penamaan ini tidak
membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.?°

Mashlghah mursalah merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum
terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh nash. asy-Syatibi
mendefinisikan mashlghah mursalah adalah mashlghah yang ditemukan pada
kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung
kemaslahatan yang sejalan (al-mungsib) dengan tindakan syara. Kesejalanan
dengan tindakan (tasharrufat) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan
dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada mashlghah tersebut tetapi

dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (gath 7).

¥ Abdul Hayy Abdul’Al, Pengantar Ushul Fikih (Pustaka Al Kautsar, 2014).
20Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, ‘Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi
Islam’, Journal Analytica Islamica, 5.1 (2016), 55-80.
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Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kulli,maka dalil kulli yang bersifat

pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Para ahli Ushul memberikan takrif mashlghah mursalah dengan:
“Memberikan hukum syara’ kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam
nashatau ijma atas dasar memelihara kemaslahatan”.

Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur’an atau al-Sunnah.
Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti Hifdzu
Nafsi, Hifdzu Mal, dan lain sebagainya.

Berbicara tentang kemaslahatan, ada 2 macam kemaslahatan :

1. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syara’ yang gath’i. Jumhur
ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari
madzhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan kemaslahatan yang
bertentangan dengan nash yang dhani, maka terdapat perbedaan pendapat
dikalangan para ulama

2. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara’ tapi juga tidak ada dalil yang
menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan al-mursalah. Bentuk ketiga ini
pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan
istihsan juga menolak penggunaan mashlghah mursala ini.?

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan
menggunakan mashlghah mursalah, diantaranya:

1. Maslghah mursalah itu adalah maslghah yang hakiki dan bersifat umum,
dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa iya betul-betul mendatangkan
manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudhgrat dari manusia secara

utuh.

214 A Djazuli, llmu Figh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam.
Edisi Revisi (Prenada Media, 2021).



Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslghah yang hakiki betul-betul telah
sejalan dengan maksud dan tujuan syara’ dalam menetapkan setiap hukum,
yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslghah yang hakiki dan telah sejalan
dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan
dalil syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur’an dan Sunnah,
maupun ijmak ulama terdahulu.

Maslghah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang
seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan
berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk
menghindarkan umat dari kesulitan.

Persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan

maslghah mursalah dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya,

karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian

menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk

hukum.?

Para ahli ushul figh mengemukakan beberapa pembagian maslahah,

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya

kepada tiga macam, yaitu:

1. Maslahah Al-Dharuriyah,

Maslahah Al-Dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini

ada lima, yaitu:

a. Memelihara agama.

b. Memelihara jiwa

22M Ag Nurhayati and Ali Imran Sinaga, Figh Dan Ushul Figh (Kencana, 2018).
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c. Memelihara akal

d. Memelihara keturunan dan

e. Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan Al-Maslahih Al-Khamsah.
Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa
diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah
menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan
dengan aqgidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam
kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah
menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat Qishash,
kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia,
hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum
lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam
menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan
pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah
melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan
hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam
rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara
dan melanjutkan keturunan tersebut Allah menysariatkan nikah dengan segala hak
dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan

sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya



Allah mensyariatkan berbagai ketentuanm dan untuk memelihara harta seseorang,
Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.?
2. Al-mashlahah AL-Haajjiyyah,

Al-mashlahah AL-Haajjiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
Dalil akan hal ini bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah
kesulitan serta memberikan kemudahan. Persoalan haajjiyyat (sekunder) menjadi
salah satu lapangan dalam pembahasan mashlahat yaitu dalam menjaga
pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan
kebutuhan maslahat sekunder ini, Allah swt mensyariatkan banyak hal dalam
berbagai bidang termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk
menunjang kebutuhan mendasar al-mashaalih al-khamsah. Dalam kaitan ibadah,
misalnya islam memberi keringanan meringkas shalat, (shalat jamak, shalat
gasar), dan opsi berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah islam
membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (bai al-salam),
bekerja sama dalam pertanian (muzaara’ah) dan perkebunan (musaagah).

3. Al-maslahah Al-tahsiniyyah

Al-maslahah Al-tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap
berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.
Tahsiniyyah juga berhubungan dengan Al-mashaalih Al-khamsah, meski
tahsiniyyah merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai pada kebutuhan

dharuri, juga tidak sampai pada kebutuhan haaji, namun kebutuhan ini perlu

ZMuksana Pasaribu, ‘Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum
Islam’, JUSTITIA: Jurnal limu Hukum Dan Humaniora, 1.04 (2016).
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dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup

manusia.?*
2. Teori Kepastian Hukum

Istilah lain dari kepastian hukum adalah Principle of legal security dan
rechtzekerheid, merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin
hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan sebagai
jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh
negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, lembaga peradilan
mengalami problematika, di mana pengadilan tidak dapat memberikan kepastian
hukum karena sumber hukumnya bervariasi. Bisa jadi, satu kasus, jika dihadapi
oleh dua orang hakim yang berbeda akan menghasilkan putusan yang berbeda
pula. Oleh karena itu dibutuhkan keseragaman dan kesatuan dalam memberikan
putusan. Hal yang diupayakan adalah melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum,
terhadap perundang-undangan yang ada, dari pemikiran pemikiran ahli hukum
yang berserakan dalam Kkitab-kitab, dari norma-norma yang hidup di tengah
masyarakat dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah Undang-Undang yang bisa
dijadikan pedoman bagi para hakim untuk memutuskan perkara, sehingga lahirlah
Undang-Undang Perkawinan. Nilai kepastian hukum dalam hukum perkawinan
Islam sama dengan nilai kepastian hukum dalam Undang-Undang Perkawinan,
dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannyaitu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2*Muhammad Ali Rusdi Bedong, Maslahat Dan Kaidahnya (IAIN Parepare Nusantara
Press, 2020).



Nilai kepastian hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, berhubungan
dengan asas legalitas, yang pada intinya mengajarkan bahwa setiap perkawinan
wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. Undang-Undang
Perkawinan mengamanatkan pentingnya pencatatan dalam setiap perkawinan.
Selain sebagai tertib administrasi dan perkindungan hukum bagi warga negara
masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak
terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan di sebuah Negara.®

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka
seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian
hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya
jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak mempengaruhi keadaan-
keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam ketentuan
diatas, ciri-ciri dari suatu hukum yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai
kepastian hukum, terutama mengenai norma tertulis. Tanpa kepastian hukum
maka suatu hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan pedoman
berperilaku. Sesuai dengan kata “ubi jusi incertum, ibi jus nullum” yang memiliki
arti dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.?

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung

dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau

BMaisyaro, ‘Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Sengeti)’ (Universitas Jambi, 2022).

2R Febrina Andarina Zaharnika And M H SH, ‘Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan
(Huwdlijkse Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian
Hukum’, Kodifikasi, 4.1 (2022), 37-90.
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psikis.?” Menurut Wiyono, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang
wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk
memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.?® Sedangkan pengertian
perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”.?°

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan

anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:
1. Luas lingkup perlindungan :
a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan,
pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang
berakibat pada prioritas pemenuhannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

27 Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.
27.

28 Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), h. 98.

29 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak
membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan
anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi
kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan

anak.%°

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.®
4. Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj.
Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak
terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Al- Nikah mempunyai arti Al-Wath’i,
Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam’u atau ibarat ‘an al-wath aqd yang berarti
bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad.*?

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan
lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

%0 Maidin Gultom, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan’, 2014.
31 Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 108.

32 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Graha limu, 2011).
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Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan
bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah”.3

a. Rukun dan Syarat Perkawinan

Masalah perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa,
berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat

perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:*
1) Calon mempelai pengantin pria,
2) Calon mempelai pengantin wanita,
3) Wali dari pihak calon pengantin wanita,
4) Dua orang saksi
5) dan ijab gabul.

Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun

tersebut:*°
1) Calon suami, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam

b. Laki-laki

33 Rusdaya Basri, Figh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah (CV. Kaaffah
Learning Center, 2019).

34 Rusdaya Basri, Figh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah

35 Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai
Kompilasi Hukum Islam (Kencana, 2019).



c. Jelas orangnya

d. Dapat memberikan persetujuan

e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2) Calon isteri, syarat-syaratnya:

a. Beragama Islam

b. Perempuan

c. Jelas orangnya

d. Dapat dimintai persetujuan

e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

a. Laki-laki
b. Dewasa
c. Mempunyai hak perwalian

d. Tidak terdapat halangan perwalian
4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab gabul

c. Dapat mengerti maksud akad

d. Islam
e. Dewasa
5) ljab Qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan gabul dengan lisan. Inilah
yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu

sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. ljab
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dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul
dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.®

b. Kawin Hamil Dalam Islam
1) Pengertian Kawin Hamil

Secara umum kawin hamil merupakan suatu akad atau ikatan perjanjian
yang dilaksanakan oleh imam atau pegawai syara’ terhadap laki-laki kepada
perempuan yang sedang hamil yang merupakan tanggung jawab atas
perbuatannya sendiri atau diluar perbuatannya sendiri. Pada biasanya persoalan
wanita hamil diselesaikan menurut hukum adat masyarakat atau hukum negara
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, pada kesimpulannya adapun pengertian kawin hamil adalah kawin dengan
seseorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang

menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.®’
2) Hukum Menikahi Wanita Hamil menurut pandangan ulama

Pernikahan wanita hamil karena zina para ulama berbeda pendapat, ada
yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada
penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan
sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan
masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh
terhadap ketentuan hukum Islam, akan menwujudkan kemaslahatan dalam
masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini adalah kawin dengan

seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang

% Basri, Figh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.

7M. Choirul Anwar, Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre, Jurnal Muslim Heritage. Vol.
5 No 1, Mei 2020, h.201



menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Berikut

perbedaan pendapat imam Mazhab terhadap pernikahan wanita hamil karena zina:
a) Imam Syafi“i

Imam Syafi“i berpendapat membolehkan atau menganggap sah
perkawinan wanita hamil akibat zina tanpa harus menunggu masa ,,iddah dan bayi
yang dikandungnya lahir, dengan syarat yang menikahi wanita hamil tersebut
adalah pria yang menghamilinya. Akan tetapi apabila yang menikahi wanita itu

bukan laki-laki yang menghamili, perkawinannya tetap sah.

Imam Syafi“i dan ulama-ulama Syafi“i berpendapat bahwa menikahi
wanita hamil di luar nikah akibat zina hukumnya tetap sah, baik yang menikahi
maupun bukan pria yang menghamilinya. Wanita yang hamil di luar nikah akibat
zina, maka tidak ada hukum kewajiban ,,iddah baginya, dan diperbolehkan untuk

menikah dan juga menggaulinya.

Menurut imam Syafi“i yang di kutip dari Sayyid Sabiq bahwa wanita
hamil sebab zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Beliau

beralasan bahwa di dalam Q.S an-Nur/24:32.38

fe o’y DT Kb (0 B 250 ¢108 15845 o) a5 Bilie G Gonllalls e (2T 128005
(YY)

Terejmahanya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukanmereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas lagi
Maha Mengetahui.”

Maksudnya: Hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita- wanita
yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah. Ayat ini menunjukkan

bahwa wanita pezina yang hamil termasuk golongan wanita tidak bersuami. Ayat

%R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova
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di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum
menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan

hamil.

Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan
boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin
tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya yang bukan menghamilinya. Imam
Syafi“i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat
dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa ,,iddah). Wanita itu boleh juga
dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu
ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang
yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Selain itu, Imam Syafi“i juga
berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada ,,iddahnya. Menurut
mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuanketentuan hukum
sebagaimana yang ditetapkan syar‘i, karena ,iddah itu disyari“atkan untuk

memelihara keturunan dan menghargai sperma.

Pendapat ulama ini beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil
perzinahan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana ketentuan
yang diterapkan kepada pernikahan yang sah menurut syariat. Sedangkan perlu
diberlakukannya ,,iddah karena untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai
sperma. Akan tetapi dalam masalah perzinahan sperma laki-laki pezina tidak
dihargai, dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan, nasab anaknya kepada
ibu yang mengandungnya. Sehingga kesimpulannya ulama Syafi“i berpendapat
bahwa menikahi wanita hamil sah, walaupun bukan lakilaki yang menghamilinya

yang menikahi.



b) Imam Abu Hanafi

Syari“at Islam memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, baik pria
maupun wanita. Sanksi tersebut berlaku wajib dengan hukuman Dera 100 kali,
sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S an-Nur/24:2.%

Ay & a3 E8 o) AT o (3 A5 Lagy A5 V5 Tala Bl gl aay 38 T08T8 o0 31T Al 30
O all (2 Aalh Lgalie Sl s 5a¥T a5

Teremahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,
jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang
yang beriman.”

Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh
melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan
laki-laki lain. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa hukumnya sah menikahi
wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya dan apabila
yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan
diantara kalangan madzhab tersebut, abu hanifah dan muhammad berpendapat
bahwa sah-sah saja apabila bukan laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang
menikahinya, tetapi laki-laki yang menikahi tersebut tidak boleh menyetubuhi

perempuan yang menjadi istrinya itu sampai anak yang dikandungnya lahir.
¢) Imam Malik

Syari“at Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menyebabkan tidak
jelasnya bapak seorang anak seperti perbuatan zina, pergaulan bebas dan segala
perbuatan yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Lantas bagaimana tentang
pernikahan seorang wanita yang tengah hamil di luar nikah yang sudah jelas-jelas

kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun

3R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova
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wanita yang hamil. Kalau mazhab Imam hanafi lebih terkenal sebagai golongan
ahl ar-ra“yi. Mazhab Imam malik lebih dikenal dengan golongan ahl alhadits. Hal
ini menunjukan bahwa mazhab hanafi lebih rasional dibandingkan dengan mazhab

maliki, sedangkan mazhab maliki umumnya lebih konservati.

Pandangan mazhab maliki tentang hukum perkawinan dengan wanita
hamil karena zina pada dasarnya membedakan antara perkawinan wanita hamil
karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya danperkawinan wanita hamil
karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam kasus yang
pertama, Mazhab Malik memperbolehkannya, hal ini berdasarkan pada QS an-
Nur/24:3.4°

Coiedall e Sl 5345 8 55 3 ol V) ks A 3 48 jina 515 ) s ¥ 150
Teremahnya:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina
tidak dikawini melainkan oleh lakilaki yang berzina atau laki-laki
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang
mukmin.”

Maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan
yang berzina, demikian pula sebaliknya. Lebih jauh ditegaskan bahwa, jika anak
dalam kandungan wanita tersebut lahir sesudah enam bulan terhitung sejak
dilakukan akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili dan
sekaligus menikahinya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir
kurang dari enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasab anak yang
lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki
yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa

anak yang lahir itu sebagai anaknya.

“0R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova.



Akan tetapi, kalau laki-laki yang akan menikahi wanita hamil karena zina
itu bukan laki-laki yang menghamilinya, Imam Malik berpendapat bahwa
pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang digauli secara zina status hukumnya
persis sama dengan wanita yang digauli secara syubhat. Wanita tersebut harus
mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan ,,iddah wanita yang ditalak
suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan had (hukuman). Kalau
dilakukannya had atas wanita yang berbuat zina, pada saat itu dia mensucikan
dirinya terhitung sekali haid. Sedangkan bagi wanita hamil akibat zina, ,,iddahnya
sampai ia melahirkan anaknya. Pandangan Imam Malik tentang kewajiban ,,iddah
wanita hamil diluar nikah tersebut pada hakikatnya didasarkan pada firman Allah

SWT dalam QS ath-Talaqg/65:4* yaitu:

Sataa faia of alal gwali Edsl

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ,,iddah mereka itu ialah
sampai mereka melahirkan kandungannya”.

d) Imam Hanbali

Ulama mazhab hanbali berpendapat bahwa hukum pernikahan wanita
hamil karena zina adalah tidak sah atau tidak boleh dilakukan ketika wanita dalam
keadaan hamil. Hal ini berarti bahwa pernikahan wanita hamil karena zina adalah
tidak sah apabila pernikahan dilakukan dengan laki laki yg bukan menghamilinya,
kecuali setelah wanita tersebut melahirkan dan bertaubat Jika yang akan menikahi
wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, maka keduanya boleh

dinikahkan. Dengan syarat keduanya telah bertaubat dengan taubat nashuha.

“IR I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova.
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Imam Hanafi dan Imam Syafi“i mengatakan wanita hamil akibat zina
boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau

dengan laki-laki lain.

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan
hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu
hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan isteri
dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks diluar nikah

ditetapkan oleh hukum.

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat
dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi

yang dalam kandungan itu lahir.

Menurut Imam Syafi“i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan,

dapat pula dilakukan persetubuhan.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh
melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain

sampai dia melahirkan.

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang
dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin pasid, maka dia harus

mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan bahwa
wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka
memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah,

juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.*?

42| uthfiya Nizar, Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi
Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo), Jurnal Hukum
Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 1, April 2019, h. 62



3) Ketentuan Nasab anak dalam Kawin Hami Menurut Pandangan Ulama

Nasab secara terminology adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan
hubungan darah, baik keatas, kebawah maupun kesamping yaitu merupakan salah
satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan
secara syubhat. Namun demikian karena ternyata permasalahan nasab ini dapat
ditetapkan bukan hanya melalui perkawinan dan hubungan badan secara syubhat,
khususnya menyangkut nasab hamba sahaya seperti pada zaman dahulu, maka
dalam pembahasanya membutuhkan berbagai macam aspek yang ada kaitanya
dengan masalah ini termasuk dalam hal cara menetapkan nasab melalui

pengakuan dan bahkan dengan cara-cara lain.”

Dalam literatur figh, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah
nasab, termasuk nasab diartikan dengan hubungan pertalian keluarga, Apabila

ditinjau dari segi antropologi, ada beberapa macam sistem keturunan, yaitu:

1) Sistem bilateral/parental, yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan
kekerabatan baik melalui laki-laki maupun perempuan.

2) Sistem patrilineal, yaitu memperhitungkan  hubungan-hubungan
kekelurgaan melalui laki-laki saja. Oleh karena itu mengakibatkan bahwa
setiap warga masyarakat memperhitungkanKecamatan kerabat ayahnya
dalam batas hubungan kekeluargaan.

3) Sistem  matrilineal, yaitu  memperhatikan  hubungan-hubungan

kekeluargaan melalui perempuan saja.

43H M Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga (Amzah,
2022).
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4) Sistem bilenial, yaitu yang memperhitungkan hubungan kekeluargaan
melalui laki-laki saja untuk sejumlah hak kewajiban tertentu, dan demikian
pula perempuan.*

Mengingat tentang pendapat kawin hamil dalam hal ini para ulama fikih
juga berbeda pendapat dalam hal status kedudukan anak dan akibat hukumnya

dari kawin hamil.

Pertama, menurut Imam Syafi’i yang membolehkan kawin hamil maka
status dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang dilahirkan setelah enam
bulan dari perkawinan maka anak itu hanya bisa dinasabkan kepada ibunya,
karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka

bayi tersebut termasuk anak zina.

Kedua, menurut Imam Hanafi yang membolehkan kawin hamil maka
status anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya
(bapaknya) tanpa memepertimbangkan lamanya usia kehamilan ibunya. Hal ini
karena perkawinannya tersebut sah, maka anak yang lahir dihukumkan sebagai

anak yang sah.

Ketiga, menurut Imam Hambali dan Imam Maliki yang menolak tentang
kawin hamil, bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil akibat zina adalah
tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah yang lahir di luar perkawinan.
Sehingga anak yang dikandung tidak ada hubungan nasab kepada lakilaki yang
mencampuri ibunya, tidak bisa saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri
ibunya dengan anaknya, melainkan mewarisi hanya kepada pihak ibu dan kerabat
ibunya saja, selain itu jika anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan maka

tidak dapat menjadi wali laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut.

4Nurul Umayyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di
Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun), (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h. 42



Keempat, menurut Abu Zahra nasab seorang anak dapat diakui bila
ayahnya mengikrarkan (menyatakan pengakuan) bahwa anak tersebut adalah
anaknya, tanpa menjelaskan apakah hal itu melalui pernikahan yang sah atau tidak
dengan syarat anak tersebut lahir paling minimal enam bulan setelah akad nikah
yang sah, tidak ada bukti bahwa anak tersebut adalah anak orang lain, laki-laki itu
tidak menyatakan bahwa anak tersebut hasil perzinahan, karena jika mengakui
seperti itu maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang

menghamilinya, tetapi hanya kepada ibu yang melahirkannya.*

Ditegaskan pula dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Jama’ah
dari Ibnu Umar bahwa, “ Seorang laki-laki menuduh isterinya berzina, dan ia
tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW; pisahkan anatara keduanya, dan
hubungan anak itu dengan ibunya.” Seperti telah dikemukakan zina adalah
hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling terikat
dalam perkawinan diantara mereka, baik keduanya bujang-gadis, janda-duda, atau
salah satunya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, atau kedua pelaku
zina ini masing-masing terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan
apabila perbuatan zina itu mengakibatkan lahirnya anak hasil zina, maka antara

anak dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewaris.“

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak
dibebani sedikitpun dosa oleh perbuatan siapapun termasuk dosa yang dilakukan
oleh orang tuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda: “ setiap anak dilahirkan
dalam keadaan fitrah (suci bersih jiwanya, berislam dan ber-iman kepada Allah),

namun kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut agama Yahudi,

4M. Choirul Anwar, Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre, Jurnal Muslim Heritage.
Vol. 5 No 1, Mei 2020, h. 203-204

46Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut
Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam (Sinar Grafika, 2010).
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Nasrani, ataupun majusi.” Kesucian fitrah mencakup setiap anak, termasuk juga
yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah karena agama menilai anak seperti
itu (anak dari wanita hamil di luar nikah) dalam hubungannya dengan Allah SWT
dalam ibadah dan ketakwaannya maupun sesama manusia dalam mu’amalahnya
mereka sama dengan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah akibat hubungan
perkawinan yang diakui. Status atau kedudukan anak di luar nikah adalah anak
hasil zina yaitu anak yang timbul dari hubungan yang tidak sah, bergaul antara
laki-laki dan wanita tidak sesuai syariat. Anak luar nikah menurut Islam adalah
anak suci dan bersih dari segala dosa. Sebab kesalahan tidak dapat ditimpakan
kepada anak, tetapi kepada kedua orang tuanya yang telah melakukan zina.*’

C. Kerangka Konseptual

Judul tesis ini adalah "akibat hukum terhadap anak dari perkawinan wanita
hamil di luar nikah di Kabupaten Pinrang”. Judul tersebut mengandung pokok
yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skiripsi ini
lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki
batasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman
terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh
karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul

tersebut.

1. Akibat hukum
Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan
hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-
akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum

yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

4"Muhsin Aseri, Kedudukan Anak Luar Nikah, Jurnal An-Nahdhah, Vol. 3, No. 6,
Desember 2010, h. 131.



Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan
yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan

hukum yang berlaku.

2. Perkawinan
Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 memandang bahwa
perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

3. Kawin hamil

Kawin hamil adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki
dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan hamil, baik kehamilannya
disebabkan oleh laki-laki tersebut atau laki-laki lain.
D. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir
yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti.
Kerangka ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun
dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah
didetesiskan tersebut, selanjutnya dianalisis secara sistematis sehingga

menghasilkan sintesa antar variabel yang diteliti.

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan alur kerangka teoritis sebagai

berikut:



BAGAN KERANGKA PIKIR

Kawin Hamil

Landasan Hukum

A 4

Al-Qur’an dan Hadis

\ 4

Teori Mashlahat

Teori Perlindungan

A
A\ 4

Anak

Teori Kepastian
Hukum

A 4

Akibat Hukum terhadap hak anak

A 4

Hasil analisis
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh ilmu yang benar dan akurat, adanya metode
merupakan suatu kemutlakan. Metode di sini mengandung arti cara kerja untuk
memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Suatu metode
dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan karakteristik sasaran
pembahasannya atau pengkajiannya.*® Secara umum metode penilitian yang sering
digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif merupakan
metode penelitian eksprimen dan survey, sedang metode kualitatif merupakan

penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), yaitu

penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif,
yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian
faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara

fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.*

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara,
dokumentasi,® dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam
menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh

dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari,

48 Asep Saeful Muhtadi and Agus Ahmad Safei, ‘Metode Penelitian Dakwah’, Bandung:
Pustaka Setia, 2003.

49Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi), Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2017.

%Noeng Muhajir, ‘Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik,
Fenomenologik Dan Realisme Metaphisik Studi Teks Dan Penelitian Agama’ (Yogyakarta: Rake
Seraju, 2016).
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memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas

fenomena dalam konteks yang diteliti.

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Deskriptif
yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu
kondisi pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.>* dengan
tujuan menggambarkan secara sistimatis fakta dan karakteristik subjek atau objek
yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan
dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.>?

B. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.>® Adapun data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer
yang dimaksud oleh penulis berupa hasil wawancara secara mendalam dengan
informan dan tindakan yang merupakan hasil observasi yang akan dilaksanakan
oleh penulis.>*

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai peneliti adalah kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) serta tenaga administrasi KUA yang terdapat pada
KUA di Kabupaten Pinrang.

Sedangkan data sekunder peneliti akan mewawancarai narasumber lain
yang berkompeten dan berupa dokumen yang dianggap penting dalam
pelaksanaan penelitian ini yang berupa data tertulis, buku fikhi, kepustakaan,

internet, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.>®

*IMoh. Nasir, Metodologi Penelitian, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h.54

S2Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Yogyakarta:
Bumi Aksara, 2015), h. 157

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Rineka cipta, 2019).
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 157

SMasyhuri dan, Zainuddin, Metode Penelitian (Jakarta, RevikaAditama, 2008), h.19.



C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang karena disini peneliti bertempat tinggal agar data yang
dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh. Adapun waktu yang digunanakan
dalam penelitian kurang lebih 2 bulan.

Kabupaten Pinrang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara
georgafis berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana
Toraja, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Parepare, sebelah barat berbatasan
dengan Kabupaten Polman dan Selat Makassar, dan sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap. Juga sekitar 180 kilometer ke
utara dari Kota Makassar.

Kecamatan Suppa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pinrang yang
berbatasan langsung dengan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia yang
terdiri dari 2 kelurahan dan 8 Desa, yaitu :

1. Kelurahan Watang Suppa
Kelurahan Tellumpanua
Desa Lero
Desa Watang Pulu
Desa Maritengngae
Desa Tasiwalie
Desa Wiring Tasi

Desa Lotang Salo

© © N o o bk w D

Desa Ujung Labuang

10. Desa Polewali
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Kecamatan ini memiliki batas-batas yaitu :
1. Sebelah Utara : Kecamatan Lanrisang dan Mattirobulu
Sebelah Timur : Kabupaten Sidereng Rappang dan Kota Parepare

Sebelah Selatan : Selat Makassar dan Teluk Parepare

A ow N

Sebelah Barat : Selat Makassar
Kecamatan Suppa memiliki luas 74.20 km2 dengan ketinggian dari
permukaan laut 2 — 265m.dpl merupakan daerah yang kaya akan potensi
pertanian, perikanan. melihat letak geografis dimana kecamatan merupakan
daerah yang datar, yang identik dengan pertanian dan tambak. Memasuki daerah
di Suppa kita disuguhi pemandangan yang eksotis lahan pertanian penduduk dan
tambak yang terhampar luas.
D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur
fenomena alam maupun sosial yang diamati.*® Dalam penelitian ini penulis
mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul tesis dengan menggunakan
instrumen atau alat penelitian sebagai berikut:

1. Human instrument

Penulis sendiri sebagai human instrument, yakni berfungsi menetapkan
fokus, variable penelitian, memilih informan yang akan diwawancarai sebagai
salah satu sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai validitas dan

kualitas data, menganalisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan.®’

2. Instrumen Wawancara
Instrument wawancara adalah alat yang digunakan untuk melakukan

wawancara dengan informan antara lain; buku catatan, hp dan kamera.

6Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 148.
5’Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. Il; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 12



3. Instrumen Observasi
Instrumen observasi pada dasarnya merupakan alat yang digunakan untuk
memudahkan kegiatan observasi dalam mendapatkan data yang diperlukan.

Terdapat beberapa macam alat observasi antara lain:
a. Anecdotal record
b. Catatan berkala
c. Check lists
d Rating scale
Mechanical devices®®

@

E. Tahapan Pengumpulan Data
1. Tahap Persiapan

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan
dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek.
Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya
akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara penelitian yang telah
disusun, ditunjukan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing
penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara penelitian.
Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat
perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk
melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat
pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap
perilaku subjek selama wawancara dan observasi penelitian terhadap lingkungan
atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan
pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi dalam

proses penelitian.

58Cholid Narbuko and Abu Achmadi, Metode Penelitian Jakarta: PT, Bumi Aksara, 2010.
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Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik
subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya
kepada subjek tentang kesiapanya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia
untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut

mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan
Peneliti akan membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan
tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah
wawancara dilakukan, peneliti memindahakan hasil rekaman berdasarkan

wawancara dalam bentuk tertulis atau tulisan.

3. Tahap Akhir
Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data
dan interprestasi data sesuai dengan langkah-langkah penelitian yang dijabarkan
pada bagian metode analisis data di akhir bab ini, melalui tahap identifikasi data
reduksi data, analisis data, verifikasi data dan proses pengujian keabsahan data.
Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan

saran untuk penelitian selanjutnya.

F. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan.”® Adapun teknik yang digunakan

dalam pengumpulan data antara lain:

9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D
(Alfabeta, 2013).



1. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih

mendalam dan jumlah informannya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur.
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti
atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang
akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas
dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara informan dengan

peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (face to face).

2. Observasi
Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses
yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan
psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan
ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat
dibedakan menjadi participant observastion (observasi berperan serta) dan non

participant observation (observasi tidak berperan serta).

Participant observastion, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari
orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Sedangkan non participant observation peneliti terlibat langsung dengan aktivitas
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orang-orang yang sedang diamati maka dalam observase non participant peneliti

tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan
akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau juga menggunakan
bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh
dengan kedua metode tersebut.®* Observasi non-partisipan adalah observasi yang
menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyakit terhadap gejala atau kejadian
yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau
mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya

peneliti berada jauh dari fenomena topik yang diteliti.®

3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan
catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga
akan di peroleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.® Dalam
hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan
permasalahan pada penelitian ini.®* Adapun alat yang digunakan dalam
dokumentasi nanti yaitu dengan menggunakan Hp sebagai alat untuk berfoto dan

merekam percakapan antara informan dengan peneliti.

80Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
Cetakan 14 (Bandung: alfabeta, 2012), h. 308.

1Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2012), h. 203.

52Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif 1lmu Pendidikan Teologi (Sekolah Tinggi
Theologia Jaffray, 2018).

®3Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
h. 158.

4Masyhuridan, Zainuddin, MetodePenelitian, h. 30.



G. Teknik Pengelohan dan Analisis Data
Setelah mendapatkan data- data dari sumber data primer dan sekunder
selama masa penelitian, maka selanjutnya data- data tersebut dikumpulkan untuk

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Analisis data adalah suatu fase penelitian yang sangat penting, karena
melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang
dilakukannya. Analisis adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian- bagian
sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas
sehingga bisa lebih mudah memahaminya.®®

Ada tiga tahapan dalam analisis data ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang yang

tidak perlu.®

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih,
memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana
kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Tahapan reduksi data
melalui proses pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat
dalam catatan tertulis lapangan (written-up field notes). Data “mentah” adalah
data yang sudah terkumpul tetapi belum terorganisasi secara numerik.®” Adapun

data “mentah” yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang belum diolah

%Djam’an Satori., Metodologi Penulisan Kualitatif (Cet. 1l; Bandung: Alfabeta, 2010),
h. 97.

%Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (literasi media
publishing, 2015).

’Murray R. Spiegel dan Larry J. Stephens, Statistik, (PT. Gelora Aksara Pratama; Edisi
Ketiga, 2004), h. 30.
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oleh peneliti. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian

dilaksanakan.®®

Setelah proses pengumpulan data dilakukan oleh penulis, data dari hasil
wawancara dengan beberapa sumber serta hasil dari studi dokumentasi dalam
bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis. Kegiatan ini bertujuan untuk
membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok

yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti.

Proses reduksi data juga dilakukan oleh peneliti di lapangan pada saat
melakukan kegiatan wawancara tidak terstruktur kepada informan. Hasil
wawancara yang diperoleh kemudian dipilih, disatukan, lalu memisahkan atau

membuang informasi yang dianggap tidak berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penyajian Data
Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu
Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan
dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya
kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data
yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif,

sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.®°

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang
diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi
dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena

yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian penelitian

A, Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan
(Prenada Media, 2016), h. 406.

9Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 123.



memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi

bermakna.

3. Verifikasi Data
Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data.
Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah
diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang
dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan
kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan
dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep

dasar dalam penelitian tersebut.”

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan
data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut
dengan verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal
didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang
ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh

merupakan kesimpulan yang kredibel."

Verifikasi data dilakukan untuk mendapatkan kepastian apakah data
tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan
keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data
dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya.

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data
Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan

(credibility) dan uji kepastian (confirmability). Uji kredibilitas berfungsi untuk:

9Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 124.

"1 Haidir Salim, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis (Kencana, 2019).
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Pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan
penemuannya dapat dicapai; Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-
hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang
sedang diteliti.”® Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah
uji triangulasi data.

Triangulasi adalah  teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak
digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.”® Dalam penelitian ini, metode
triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu,
dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek
balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang
berbeda.

Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck
temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode,
atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan
berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data,
atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat
dilakukan.™

Selanjutnya, uji kepastian (confirmability) data. Uji kepastian data
merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung

pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan

2|_exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 324.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 330.
4Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 332.



seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat

dikatakan objektif.”™

SLexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 324-326.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di

Kabupaten Pinrang

1. Status Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut
Hukum Islam
Perkawinan secara etimologi disebut dengan kata nikah yang berarti
kumpul dan akad. Sedangkan menurut istilah syara’ nikah adalah akad yang
memuat rukun-rukun dan syarat-syarat. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun
1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan diartikan sebagai pernikahan
yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”
Dalam merespon permasalahan hamil diluar nikah, Al-Qur*an tidak
membeda-bedakan antara perzinaan, atau prostitusi. Segala persetubuhan yang
dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar pernikahan yang
sah adalah zina, al-Qur*an memandang perbuatan hamil diluar nikah sebagai
perbuatan keji, hal ini ditegaskan dalam Q.S al-1sra/17:32""
oS abji;:;é O ?x_:\i.ul\ 1556 Y5

Terjemahnya:

"SNur Puat, Status Hukum Anak Diluar Nikah, Jurnal Al Hikmah, VVolume 3, Nomor 2,
September 2013

"R 1 Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova, Al-Quran’, Bandung:
Syaamil Quran, 2012.



“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Anak sah adalah anak yang lahir akibat persetubuhan setelah
berlangsungnya akad nikah. Dalam Islam, masa kehamilan minimal untuk
menetapkan sahnya seorang anak adalah 6 bulan.5 Al Qur’an telah memberikan

petunjuk dalam firman Allah dalam surah al Ahgaaf ayat 15:

2

R YT 3 Loy 4 s Y T N T
185 Gl Aluady Alan 5 Ta 3K dialags S A4l adlas ) 4l GudYl Uiass
e 5 gl ol aff dtiaas S G e 3 o 08 B G gl 4001 g1y s

2

Cppalzeall (e )5 S0l & 355050 3 ) Allal s Aa 5 AL Ja (5 Gl

Terjemahnya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua
orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai
menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa
dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku,
tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau
berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat
amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan
(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat
kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang
berserah diri.”

Disamping itu Allah memberi ketegasan tentang lama masa menyusukan,

dengan firman-Nya dalam surat al Bagarah ayat 233:

).
< %

&7/ = 7/7/ G.J’ > 4 72 {’l ’7"
gzd.els u:d;: LAY ) (a2 ‘—’4)“‘)
Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh”

Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari
saat akad nikah dilangsungkan. Hal ini disimpulkan dari firman Allah dalam surah

al Ahgaaf ayat 15 di atas:

Terjemahnya:
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“Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (dua
setengah tahun,penuh)”

Dan Firman Allah dalam surat Lukman ayat 14:
o K o gale 5 Aladg s e Ua g Ad) Allas il (sl e
Dl I S g
Terjemahnya:

“dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu.”

Para ulam dan Ibnu Abbas telah sepakat bahwa ayat tersebut ayat pertama
menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapihnya adalah 30
bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan
secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan.
Dengan demikian, seorang bayi membutuhkan waktu minimal 6 bulan (30 bulan
dikurangi 24 bulan) di dalam kandungan. Jadi, apabila bayi lahir kurang dari 6
bulan, maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada bapaknya kendatipun dalam
ikatan perkawinan yang sah. la hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya

dan keluarga ibunya saja (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).”

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang terjadi ketika wanita
tengah hamil dapat dilakukan dan sah jika yang menikahi perempuan hamil
tersebut adalah laki-laki yang menghamili, jika laki-laki yang menikahi bukanlah
laki-laki yang menghamili maka perkawinan tersebut tidak sah, hal tersebut

tercantum dalam KHI Pasal 53 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3), yang berbunyi:

“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut
pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran
anaknya. (3) Dengan dilangsungkan perkawinanya pada saat wanita hamil,

"8Nur Puat, Status Hukum Anak Diluar Nikah, Jurnal Al Hikmah, Volume 3, Nomor 2,
September 2013.



tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”"
Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam Kompilasi

hukum islam Pasal 53 sebagai berikut:

a. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang
dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya.
Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum
perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita
hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang
terjadi akibat perkosaan, syubhat, maupun perzinaan diperbolehkan
terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut
karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada

syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.

b. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang
menghamilinya. Maksudnya, menurut isi Pasal 53 orang yang berhak
mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya,
secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang

tidak menghamilinya.

c. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had
terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang
disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam al-Qur*“an dan al-Hadis
disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan

sebelum perkawinan.

d. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran

anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan

"Nurul Huda, “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid
Syari“ah)” jurnal: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.5 no.1,
2009. h. 40
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seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus
bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan

meskipun umur janin dalam kandung sudah mendekati masa kelahiran.

e. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan
yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan
bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum

positif.

Menurut ajaran Islam bahwa setiap anak mempunyai hubungan yang erat
dengan ibu dan bapaknya (double unilateral/bilateral), sehingga kalau salah
satunya meninggal dunia maka yang satu akan menjadi ahli waris terhadap yang

lainnya.

Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari rahim seorang perempuan
mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan
melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana perempuan itu hamil,
baik dalam perkawinan atau dalam perzinaan. Kalau kita menggunakan kata “anak
sah” sebagai ganti “nasab” maka bagi seorang ibu, setiap anak yang dilahirkannya
adalah anak sah, karena hubungan nasab antara ibu dengan anak berlaku secara
ilmiah. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwa yang dilahirkan karena
hubungan suami istri didalam perkawinan yang sah, maka nasab atau hukum

nasab anak tersebut mengikuti kedua orang tuanya.

Menurut Hukum Islam, anak luar kawin (anak hasil zina) tidak dapat
diakui oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai

hubungan hukum dengan ibunya.

Berdasarkan hadis Rasulullah  SAW, sebagaimana dikutip oleh

Neng. Djuabedah dari kitab Al-Fara’id yang ditulis oleh A. Hassan Bahwa antara



anakhasil zina dengan ayah biologisn beserta keluarganya tidak terjadi hubungan
keperdataan, karena itu di antara mereka tidak dapat saling mewaris. Ketentuan
tersebut menurut Neng Djubaedah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang
diriwayatkan Jama“ah dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki yang menuduh
istrinya melakukan zina dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya,
maka Rasulullah memisahkan di antara keduanya, dan menghubungkan anak

tersebut dengan ibunya.®

Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam
Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan
UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi hukum Islam mengandung rumusan
yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang
anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

ibunya.®

Dalam kompilasi ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam undang —

undang perkawinan.

Pasal 99 berbunyi:

“Anak yang sah adalah: (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah. (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar
rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”

Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal 101 berbunyi:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak
menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan /i “an”.

8Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
ditinjau Dari Hukum Islam, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010.

814, Asyhari Abdul Ghoffar, Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda Mudi,
Cet- I, Jakarta : Akademika Pressindo, 2017.

82Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, h.17
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Perbedaan status kelahiran anak akan berdampak pada status hubungan
nasab antara si anak dengan orang tuanya. Pada status kelahiran yang pertama
(anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan sah) anak memiliki
hubungan nasab dengan kedua orang tuanya yaitu laki-laki yang dipanggil dengan
sebutan ayah dan perempuan yang dipanggil dengan sebutan ibu. Bahkan
hubungan kekerabatan itu tidak hanya terbatas pada orang tuanya, tetapi juga

terhadap keluarga dari ayah dan ibunya.

Pasal 102 Kompilasi tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi
dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang

dilahirkan istrinya.

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya,
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka
waktul80 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya
perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya
melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia

mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat

diterima

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas
minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal
usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk
mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Batas minimal usia bayi dalam
kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Oleh

sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan



kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah.

la hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Imam Syafi’i menyatakan bahwa jika seorang wanita hamil karena zina
melahirkan anaknya, baik orang yang melakukan zina mengaku atau tidak
mengaku, maka anak yang lahir tersebut adalah anak dari ibunya, bukan dari anak
laki-laki yang menzinainya. Tujuan adalah untuk mencapai kemaslahatan.
Beberapa kemaslahatan pokok adalah: menjaga agama, jiwa, akal, harta dan
keturunan. Demi menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam
mensyari’atkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan

memelihara kemurnian nasab.

Penduduk yang mayoritas mendiami negara Republik Indonesia beragama
Islam yang bermazhab Syafi*i, sehingga pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 mengatur asal usul anak berdasarkan hukum Islam Mazhab

Syafi“i.

Hal ini dijadikan dasar pada Pasal 42 yaitu:
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah.”

Selain itu Pasal 43 berbunyi:

“(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut
ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 44 berbunyi:

“(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh
istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan
anak itu akibat dari perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan
keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang
bersangkutan.”

Memerhatikan pasal 43 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum

kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara
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pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan.
Jadi, selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan
perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak
mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun

dalam penjelasannya.

Tenggang waktu minimal kandungan enam bulan tersebut dikuatkan oleh
hadist riwayat Ibn Mas“ud, bahwa janin yang berada di dalam kandungan itu
setelah berusia empat bulan dilengkapi dengan roh dan dalam masa dua bulan
berikutnya disempurnakan bentuk (khilgah)nya. Dengan demikian, apabila bayi

lahir dalam usia enam bulan, ia sudah sempurna meskipun kurang sehat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Asri selaku

Penghulu di KUA kec. Suppa sebagai berikut:

“Agar anak yang lahir disebut anak sah, maka anak tersebut harus lahir
sekurang-kurangnya enam bulan masa pernikahan. Oleh karena itu anak
yang lahir kurang dari enam bulan masa pernikahan, anak tersebut
dianggap tidak sah karena anak tersebut adalah akibat hubungan tidak sah
sebelum pernikahan yang sah. Maka anak tersebut hanya dinasabkan
kepada ibu dan keluarga ibunya.”8

Dengan demikian Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya
dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir
sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang

iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, maka menulis berpendapat
bahwa bila anak dari perkawinan wanita hamil lahir kurang dari 6 (enam) bulan
setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, maka nasab anak tersebut adalah

hanya kepada ibunya, sedangkan bila anak tersebut lahir lebih dari 6 (enam) bulan

8Bapak Muhammad Asri, Penghulu KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA
Kecamatan Suppa pada tanggal 13 juni 2023.



setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, maka nasab nya adalah dengan kedua
orang tuanya dan kedua orang tua anak tersebut wajib memenuhi kebutuhan
anaknya, baik mendidik, memelihara, perwalian nikah dan mewakili dalam segala
perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan serta segala hak-hak anak
dari kedua orang tuanya dengan sendirinya melekat kepadanya, seperti hak nasab,
hak warismewarisi, hak nafkah hak perwalian dan lain sebagainya.

2. Status Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut

Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku
saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum
tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga
peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Sebagai contoh
untuk di Indonesia misalnya persoalan perdata diatur antara lain dalam
KUHPerdata, sedangkan persoalan pidana diatur melalui KUH Pidana, dan lain

sebagainya.

Penekanan "yang berlaku saat ini,” punya makna bukan saja yang sedang
berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa
lalu. Perluasan ini timbul karena dalam definisi keilmuan mengenai hukum positif
dimasukkan unsur "berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu."Hukum yang
pernah berlaku, adalah juga hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat

tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif, walaupun dimasa lalu.

Dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan,
diterima sebagai pembawa bahagia. Tetapi adakalanya anak bukan terlahir dari
kedua orang tua yang sama, sebutlah si istri seorang janda dan ia membawa anak
dari suami peratama. Atau sebaliknya si pria seorang duda membawa anak dari

isteri terdahulu, dan dari perkawinan itu terjadilah hubungan antara anak yang
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bersaudara kandung disamping anak saudara tiri. status anak demikian pada
umumnya tidak sama dimata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang

juga kelak dengan pembagian harta waris.

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada
keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan
atas adanya perkawinan yang sah, Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah
keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut

anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Asri selaku

Penghulu di KUA kec. Suppa sebagai berikut:

“Status hukum anak dari perkawinan wanita hamil tetap sah selama yang
menikahinya itu adalah pelakunya, kemudian telah disahkan oleh
pengadilan melalui isbat nikah.”#

Hal senada diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala KUA Kec.

Suppa bahwa:

“Ketika perkawinan itu sah dimata hukum yaitu undang-undang atau KHI
maka anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil itu tetap berstatus
sebagai anak sah dan tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya, kecuali
anak yang lahir diluar nikah atau sebelum adanya ikatan perkawinan yang
sah maka status anak tersebut tidak sah dan hanya dinasabkan kepada
ibunya.”®°

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) menyebut anak luar nikah
dengan istilah sebagai Naturlijk Kind (anak alam). Anak luar nikah adalah anak
yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh
seorang ibu, tetapi tidak di benihkan oleh seorang pria yang berada dalam
perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Maka kedudukan anak luar

kawin disini sebagai anak yang tidak sah. Keturunan yang dilahirkan atau

84Bapak Muhammad Asri, Penghulu KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA
Kecamatan Suppa pada tanggal 13 juni 2023.

8Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa
pada tanggal 14 juni 2023.



dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian
maka jika seorang anak yang dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya
setelah perkawinan orang tuanya bubar maka anak itu adalah sah. Bagitu juga jika
anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tetapi lahir di dalam perkawinan maka
anak itu adalah sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan

tidak memenuhi ketentuan tadi adalah anak yang tidak sah.®

Pasal 250 KUHPerdata menentukan kedudukan hukum dari anak-anak,
anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si
suami sebagai bapaknya. Berdasarkan ketentuan di atas, keabsahan suatu
perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak. Pada pasal 251
KUHPedata, secara tersirat menyatakan bahwa batas minimal kehamilan adalah
180 hari atau 6 bulan, karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang
suami bisa menyangkal keabsahan anak yang lahir sebelum hari ke-180 dengan
syarat-syarat tertentu. Keabsahan suatu perkawinan, menurut hukum Islam suatu
perkawinan yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
Sedangkan menurut undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,pada
pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Ada tiga macam anak status yang diatur dalam hukum perdata yaitu :

(1) Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan

yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 250 BW;

(2) Anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin,

pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah ibunya dengan maksud

8Busman Edyar, Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca
Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan, Jurnal Hukum Islam,
Vol. 1, No. 2, 2016.
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antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 280 BW.

(3) Anak yang disahkan, yaitu anak luar kawin antara seorang wanita dan
pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak
mereka yang sah, pengakuan terseut dilaksanakan dengan

mencatatnya dalam akta perkawinan.®’

Masih tentang status anak. Akan tetapi kemungkinan si anak lahir dari
hubungan diluar pernikahanan. Banyak faktor penyebab demikian sekarang ini.
Anak seperti itu sering disebut “anak haram jaddah”. Sebutan yang tidka dikenal

dalam masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Walaupun kehadiran si anak

tanpa hubungan perkawinan yang menjadi sebab adalah “orang tuanya”.%

Didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, status

seorang anak di atur dalam Bab IX tentang status anak Pasal 42-44:

Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat
dari perkawinan yang sah”.

Pasal 43

“(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) kedudukan anak tersebut
ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44
“(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh
istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat zina
dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan
memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak
yang berkepentingan.

87 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2008.

8Mulyana W. Kusumah (penyunting), Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta : CV. Rajawali,
1986.



Dalam Pasal 280 KUHPerdata disebutkan bahwa dengan pengakuan yang
dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara
anak dan bapak atau ibunya. Dengan demikian pada dasarnya anak luar nikah
dengan ayah biologisnya tidak terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan hukum
itu baru akan terjadi apabila ayah tersebut memberikan pengakuan bahwa anak
luar nikah itu adalah anaknya. Untuk selanjutnya, status anak luar nikah yang
mendapatkan pengakuan ini menjadi anak luar nikah yang diakui. Namun
mengenai hubungan hukum anak luar nikah dengan orang tuanya ini telah diatur
lebih lanjut melalui Pasal 43 ayat (1) UU Monor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut
menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan
demikian seorang anak luar nikah secara otomatis mempunyai hubungan hukum
dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa harus dilakukan pengakuan terlebih dahulu
sebagaimana hanya yang ditentukan dala Pasal 280 KUHPerdata. Akan tetapi
pengakuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 280 KUHPerdata itu tetap
diperlukan untuk menciptakan hubungan hukum antara anak luar nikah dengan
ayahnya. Hal inilah yang merupakan salah satu hal yang membedakan kedudukan
hukum atanra anak luar nikah dan anak sah. Tidak seperti anak luar nikah, anak
sah demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya tanpa

perlu adanaya pengakuan terlebih dahulu.

Dalam Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat
(1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai
dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah
tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan PP No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang

kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang



65

kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal
43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan
keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi

sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga
ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga
ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya
menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung
diskriminasi bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut
dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya.
Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu,
maka hubungan keperdataannya itu menjadi terputus dengan si ayah, padahal
hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak

pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.®®

Kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-V111/2010
yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Penulis menyimpulkan bahwa status anak hasil perkawinan wanita hamil
dalam Hukum Positif mempunyai status yang sama dengan anak hasil dari
perkawinan yang sah, selagi ayah biologisnya mengakui bahwa anak itu adalah

anak hasil hubungan dengan ibunya dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang

8Mulyana W. Kusumah (penyunting), Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta : CV. Rajawali,
1986.



menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya. Jadi sekali
lagi secara implisit dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan
perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, penutup malu, tanpa
mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi,
maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang

“hakikat™ nya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Wanita

Hamil di Luar Nikah

Secara umum, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, yang menyatakan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Mengenai hak anak, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 tahun

2002 menyatakan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,
dan negara.”

Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak
yaitu non-diskriminasi, yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang
serta berpartisipasi. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak
anak dan beberapa di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak

atas pendidikan dan hak atas perlindungan.

Perlindungan atas hak anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa; “Setiap
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anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui

dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak

kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut di atas, menunjukkan

bahwa anak luar nikah telah memiliki payung hukum untuk dilindungi hak-

haknya. Negara menjamin hak-hak anak termasuk hak anak luar nikah dan

diberikan perdilindungan Hukum. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak,

negara menjamin serta melindungi hak anak luar nikah meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Hak atas hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang

sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
Hak atas identitas dan kewarganegaraan.

Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan

tingkat kecerdasannya.

Hak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya

sendiri.

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tinkat kecerdasannya sesuai dengan

minat dan bakatnya.

Hak untuk menyatakan dan didengat pendapatnya, serta menerima,

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tinkat



kecerdasannya, demi pengembangan dirinya yang sesuai dengan

nilainilai kesusilaan dan kepatutan.
8) Hak untuk beristirahat dan berekreasi.

9) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi,

kekejaman, eksploitasi, ketidakadilan dan lain-lainnya.

10) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam
kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan

sosial, peperangan dan unsur kekerasan.

11) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang
dewasa dalam pengadilan, mendapatkan bantuan hukum dan

memperoleh keadilan dalam sidang tertutup di pengadilan anak.°

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa
saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan
korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena
tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok baik langsung
maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri
dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial
dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh
orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak
perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik

maupun sosial.

Anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun berhak mendapat

perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa sejak dalam kandungan,

% Ahmad Dedy Aryanto, Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia, Jurnal
Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.
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kedua orang tuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar ia dapat lahir
sehat dan cukup berat badannya. Kemudian, setelah lahir, ia pun berhak untuk

mendapatkan identitas melalui akta kelahiran.®*

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat
penting kedudukannya dalam suatu kekeluargaan menurut hukum Islam. Sebagai
amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh,
mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak
lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai
akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum

dikenal dengan sebutan anak luar nikah.

Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, kedudukan hukum, yaitu yang
berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak
menguntungkan padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan
dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak luar nikah, baik yang
lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina
diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar mereka

adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.

Anak yang lahir pada dasarnya adalah suci dan tidak mengemban dosa
kedua orang tua. Bahkan untuk anak yatim yang tidak memiliki hubungan apapun
dengan manusia lainnya diwajibkan untuk diperlakukan dengan baik dan
disantuni. Sejak awal kita mengenal sedekah dan berbagi rezeki. Terlebih lagi
kepada anak yang merupakan darah daging seorang laki-laki, sebab perbuatan
laki-laki dan perempuan itulah ia terlahir. Maka sudah sepatutnya

mempertanggungjawabkan anak tersebut dalam hal perbelanjaan (nafkah).

%IRika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2015.



Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di
Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran
konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua
(alimentasi) oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang
umumnya ditemukan dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem Hukum
Perdata Barat (KUHPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun
di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, dan lain-lainnya.

Perkembangan aspek hukum baru bersifat kontemporer menyangkut anak
dan perlindungan hukumnya seperti status hukum anak hasil bayi tabung, dan
belakangan ini menjadi topik perhatian aktual ialah perlindungan hukum terhadap
anak di luar nikah. Status hukum anak di luar nikah dalam substansi hukum
perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat
(KUHPerdata), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau
keluarga ibunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama,
sebagaimana dalam ketentuannya Pasal 43 ayat (1) “Anak yang lahir di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya”. Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh
besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan
hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk
mewaris. Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya
dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum
seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak.

Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama
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sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang

menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.%?

Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara
kedua orangtuanya. Peraturan perundangan menentukan anak sah adalah anak
yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain itu, hak anak untuk hidup,
tumbuh dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, mengingat ibu anak
di luar nikah akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan materi maupun psikis
bagi anak tersebut, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan

tanggung jawab.

Status hukum anak di luar nikah dalam sistem Hukum Perdata Barat
(KUHPerdata), sistem Hukum Adat, dan sistem Hukum Islam termasuk dalam
sejumlah ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
dipandang kurang memberikan perlindungan hukum, anak di luar nikah sebagai
anak yang lahir dari hubungan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah
tidak jarang menjadi korban seperti kasus-kasus pembuangan bayi, penelantaran
bayi, dan lain-lainnya. Padahal, anak, siapapun dan apapun statusnya berhak

untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya.

Permasalahan status hukum anak di luar nikah dapat diatasi secara hukum
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII1/2010, tanggal 13
Februari 2012, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

92Ali Mohtarom, Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan
Hukum Positif, Jurnal Al-Murabbi, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018.



Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Konsekuensinya, anak tidak memiliki hak dari ayah biologis,
baik berupa nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, perwalian, dan kewarisan. Di
dalam KUHPerdata anak luar nikah/kawin dibagi menjadi ada tiga macam, yaitu:
(1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan
lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain
yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan
anak zina. (2) apabila orang tua anak diluar kawin itu masih sama sama bujang,
mereka mengadakan hubungan seksual, dan hamil serta melahirkan anak, maka
anak tersebut adalah anak di luar nikah (anak alami). (3) Selain itu juga dikenal
istilah anak sumbang dalam KUHPerdata yaitu anak yang dilahirkan dari sebuah
hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terlarang untuk
melakukan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 KUHPerdata
karena memiliki hubungan darah. Dari ketiga pembagian tersebut, hanya anak luar
nikah dalam kategori anak alami yang bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya
layaknya anak sah, hanya jika ada pengakuan dari orang tuanya terhadapnya.
Sedangkan hal tersebut tidak berlaku bagi anak luar nikah dalam golongan anak
zina dan sumbang. Tetapi anak zina dan anak sumbang dapat menuntut nafkah
seperlunya tergantung pada kesanggupan orang tua biologisnya. Kondisi ini

merupakan bentuk diskriminasi bagi anak-anak yang terlahir di luar perkawinan.

Upaya perlindungan hak-hak anak luar nikah di Indonesia secara nyata
terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII1/2010 yang
diputuskan pada Senin, 13 Februari 2012. Putusan ini terbit atas permohonan
pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh MM dan anaknya MIR. Pada
prinsipnya MM memohon pengakuan hukum terhadap kedudukan MIR yang

terlahir di luar nikah agar mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak
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anak sah pada umumnya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak

keperdataannya.

Salah satu amar putusannya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi

menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hal ini bertentangan dengan UUD’45 sepanjang dimaknai menghilangkan
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata

dengan keluarga ayahnya.”

Putusan tersebut memiliki konstribusi terhadap pembaharuan hukum
perkawinan di Indonesia. Akibat hukum dari putusan ini adakah adanya hubungan
keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Berlaku pula di antara
keduanya hak dan kewajiban timbal balik termasuk pemberian hak-hak

keperdataan anak oleh ayah biologisnya.*?

Setelah memberi solusi (atau setidaknya memberi kepastian hukum)
kepada anak luar nikah yang lahir setelah keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-
VI11/2010 tersebut (kuratif), maka MK berupaya dengan putusan tersebut untuk

mencegah kasus-kasus yang sama untuk tidak terjadi lagi. Hal tersebut bukanlah

% Ahmad Farahi, Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VI111/2010, Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 8, No. 2, 2016.



upaya MK untuk melegalkan perzinaan. Melainkan sebaliknya merupakan upaya
pencegahan MK agar tidak terjadi (atau dapat dikatakan menekan) kasus-kasus
kelahiran seorang anak di luar pernikahan, selain itu untuk memberi sanksi atau
dengan bahasa lunak adalah memberikan tanggung jawab bagi ayah biologis
terhadap keberlangsungan anak luar nikah-nya. Selain itu dengan putusan MK
tersebut, seharusnya tidak melulu memperdebatkan hal-hal yang terjadi sebelum
putusan MK ini diputuskan, tetapi bagaimana dari setiap elemen masyarakat dan
pemerintah membangun moral bangsa yang kuat untuk mencegah hal-hal serupa

terjadi terhadap generasi penerus bangsa Indonesia.

Putusan ini memberikan payung hukum kepada anak-anak yang terlahir di
luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya
serta keluarga ayahnya. Putusan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi
Manusia yang menekankan kesetaraan, non diskriminasi, dan kewajiban negara

untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan (status) hukum
bagi anak yang lahir tanpa kejelasan status keperdataan. Mengingat dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak hanya
dilihat dari status perkawinan saja, akan tetapi melalui putusan Mahkamah
Konstitusi kedudukan anak juga dapat diperoleh dari pengambilan hubungan
darah sebagai patokan untuk adanya hubungan keperdataan antara anak dengan
bapak biologisnya. Maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi, status anak

tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya dapat terpenuhi.®

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Asri, selaku

Penghulu KUA Kec. Suppa bahwa:

%Sandra Bowontari, Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan
Akibat Hukumnya, Jurnal Unsrat Vol. 7 No. 4, 2019.
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“Jika dilihat pada dari Putusan MK, maka selama dapat dibuktikan dengan
tes DNA, si anak tersebut tetap mendapatkan hak status keperdataan dari
ayah biologisnya, atau dengan kata lain hak anak dapat dilindungi.®®

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala KUA

Kec. Suppa bahwa:

“Jika dilihat dari Putusan MK Sepanjang bisa dibuktikan keabsahan syarat
dan rukun nikahnya, juga dengan ilmu pengetahuan dan tes DNA, maka
akan mendapatkan status keperdataan dengan ayah biologisnya”®

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa menurut beliau keperdataan
anak tidak hanya dapat dibuktikan melalui tes DNA saja, tetapi dibuktikan juga
keabsahan dari pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan
persoalan perlindungan anak akan selalu bergantung pada masalah tentang
keabsahan perkawinan orang tuanya dan segala aspek hukum yang dilahirkan
akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan orang tuanya.
Sehingga sebelum melakukan penelaahan tentang status anak dihadapan hukum,
maka terlebih dahulu harus mempelajari tentang seluk beluk pelaksanaan
perkawinan, baik dari sudut pandang agama yang diberikan hak untuk
menentukan keabsahannya, maupun dari sudut pandang hukum Negara terhadap

kewajiban pencatatannya.

Isi putusan MK menunjukkan bahwa perempuan maupun laki-laki yang
mengakibatkan lahirnya seorang anak, keduanya bertanggungjawab terhadap anak
tersebut. Tawaran solusi terhadap polemik putusan MK tentang status anak luar
kawin disampaikan dalam Fatwa MUI tentang status anak hasil zina dan
perlakuan terhadapnya. Harus diakui bahwa fatwa MUI tentang kedudukan anak
hasil zina dan perlakuan terhadapnya ini muncul sebagai akibat atau respon atas

putusan MK tentang status anak luar nikah.

%Bapak Muhammad Asri, Penghulu KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA
Kecamatan Suppa pada tanggal 13 juni 2023.

%Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa
pada tanggal 14 juni 2023.



Dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina

dan perlakuan terhadapnya, memutuskan: Ketentuan Hukum:

1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris,

dan nafagah dengan lelaki menyebabkan kelahirannya.

2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafagah

dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh

orang yang mengakibatkan kelahirnannya

4) Pezina dikenakan hukuman Hadd oleh pihak yang berwenang untuk

menjaga keturunan yang sah

5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang

mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut
b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah

Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak,
bukan untuk mengsahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang

mengakibatkan kelahirannya.®’

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala

KUA Kec. Suppa bahwa:
“Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan wanita hamil itu tidak berdosa,
yang berdosa adalah orang tuanya, sangat tidak adil kalau anak harus
menanggung perbuatan dari kedua orangtuanya, jadi anak tersebut
seharusnya tetap diakui dan dilindungi hak nya.”®

7rfan, Nasab dan status anak dalam hukum Islam, 2017.
%8Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan Suppa
pada tanggal 14 juni 2023.
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Secara fitrah, tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan di dalam
atau di luar perkawinan yang sah. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus
dilindungi hak-haknya oleh negara. Anak tidak bisa menerima sanksi atas
perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Islam mengajarkan
bahwa setiap anak terlahir dalam kondisi yang suci. Perlindungan hukum yang
dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut di atas agar terlepas
dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan
pengangkatan. Undang-undang Perkawinan tidak menjalaskan secara rinci tentang
pengakuan anak diluar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak diluar kawin adalah
anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya.

C. Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan

Wanita Hamil Di Kabupaten Pinrang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*® Perkawinan
dalam islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan
untuk membentuk terciptanyan sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat,

bangsa dan Negara yang kuat.

Dilihat dari Hukum Islam, ada yang dinamakan dengan kawin hamil.
Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya

%Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1
Pasal 1



perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah
anak yang dikandung lahir. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang
menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI,

anak tersebut adalah anak yang sah.%

Anak menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan
anak tidak sah. Menurut Pasal 250 KUHPerdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang dimaksud dengan anak
sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain
dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang
sah.1%! Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal-
Pasal KUHPerdata maupun UUP, tetapi secara a-contrario anak tidak sah dapat
diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat
dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. Dari pembedaan
kedudukan anak dalam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu
perkawinan. Anak tidak sah pada dasarnya adalah keturunan yang kelahirannya
tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas
meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sedangkan dalam arti

sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja.
1. Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah. Oleh karena itu selama anak tersebut dilahirkan
setelah kedua orangtuanya menikah secara sah maka anak tersebut adalah

anak yang sah dari perkawinan tersebut.

10Enik Isnaini, Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married
By Accident) di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata , Jurnal Independent VVolume 2

1013, Satrio 1, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, PT
Citra Aditya Bakti
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2. Akan tetapi UU Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk
menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam perkawinan yang

sah. Hal tersebut terdapat dalam pasal 44 UU Perkawinan yaitu:

“suami dapat menyangkal sahnya anak yang dihasilkan oleh istrinya, bila
si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu
akibat daripada perzinaan tersebut.”

3. Sementara itu dalam Hukum Islam ada yang dinamakan dengan kawin

hamil yang dijelaskan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
“Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinankan dengan pria yang
menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan
dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan
perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya
sebelum anaknya dilahirkan maka berdasarkan pasal 99 KHI, ini anak tersebut

adalah anak yang sah

4. Hukum Islam juga memberikan hak kepada suami untuk menyangkal

anak yang dilahirkan oleh istri. Seperti dalam pasal 101 dan 102 KHI:
Pasal 101 KHI:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istrinya tidak
menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingjarannya dengan lian”.
Pasal 102 KHI:

“(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahri dari istrinya,
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180
hari setelah lahirnya atau 360 hari setelah putusnya perkawinan atau
setelah suami itu mengetahui bahwa yang memungkinkan dan berada di
tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada
Pengadilan Agama. (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau
waktu itu tidak dapat diterima. Jadi, baik dalam hukum perdata ataupun
hukum Islam, selama anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan sah
kedua orang tuanya, anak tersebut adalah anak yang sah dari keduanya.””1%2

192Dr, Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., Figh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan
Pemerintah.



Oleh karena asabah dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang
wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-
laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak
dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, melainkan
dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak

mempunyai wali sama sekali.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi
dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang dsebutkan

dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi
menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat
mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari
ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan bahwa:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya.”%

Perdata menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan
memperoleh si suami sebagai bapaknya”

Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut
KUHPerdata adalah anak yang lahir atau anak yang ditimbuhkan dalam suatu
perkawinan yang sah dan mendapat suami sebagai bapaknya. Pengertian
sebaliknya dari rumusan pasal di atas dikategorikan sebagai anak tidak sah. Anak
tidak sah yang termasuk dalam kategori anak zina dan anak sumbang merupakan

anak luar kawin yang boleh untuk disahkan atau diakui oleh kedua orang tuanya.

103Ali Mohtarom, Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan
Hukum Positif, Jurnal Al-Murabbi, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018.
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KUH Perdata menentukan bahwa jika suatu kelahiran anak kurang dari seratus
delapan puluh hari (6 bulan), maka kelahiran tersebut dianggap tidak wajar
dihitung dari saat melangsungkan perkawinan, maka pihak suami dapat
mengajukan sangkalan bahwa anak yang lahir tersebut bukanlah anak yang

dihasilkan dari benihnya.%

Adapun anak dari hasil hubungan zina, maka setelah perkawinan kedua

orang tuanya, dapat ditetapkan dengan dua kemungkinan, yakni:

a) Bila anak tersebut lahir 6 (enam) bulan lebih setelah perkawinan sah
kedua orang tuanya, maka nasab nya adalah kepada Suami yang telah

mengawini ibunya itu.

b) Bila anak tersebut lahir kurang 6 (enam) bulan setelah perkawinan sah

kedua orang tuanya, maka nasab anak tersebut adalah kepada ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil diatur dalam

Buku I Bab VIII Pasal 53, yaitu:

“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut
pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran
anaknya. (3) Dengan dilangsungkanya perkawinan pada saat wanita hamil
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 di atas mengenai wanita

hamil terdapat batasan-batasan sebagai berikut:
a. Kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.

b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.

104D, Y Witanto. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar kawin. Prestasi
Pustakaraya. Jakarta. 2012.



c. Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung

lahir.105

Berdasarkan aturan tersebut, maka apa yang diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil sudah sesuai dengan kesepakatan
para ulama Indonesia dan untuk mengurangi keresahan masyarakat dalam
memecahkan persoalan yang dihadapinya. Asas pembolehan pernikahan wanita
hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada
anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak

zina.

Apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak sah (diluar
pernikahan), maka ia bisa disebut anak luar kawin. Sebagai akibatnya ia tidak
dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan

ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Anak luar kawin memang hak-hak nya terbatas terhadap ayah biologisnya,
namun KUHPerdata maupun UUPerkawinan memberikan solusi agar anak luar
kawin mendapatkan hak-hak penuh sebagai anak, yaitu dengan cara mengubah
status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah. Hal tersebut dapat dicapai
melalui pengesahan. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan cara-cara

sebagai berikut:

a. Adanya pengakuan baik dari ayah maupun ibu terhadap anak luar kawin
tersebut sebagai anak mereka, sehingga dengan demikian
menumbuhkan hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak
luar kawinnya. Karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin

dan ibu serta keluarga ibunya telah ada dengan sendirinya, maka

105Mara Sutan Rambe, Status Hukum Dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil
Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif, Jurnal Sosial & Budaya, Vol 4, No. 3 2017.
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pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan oleh ayah dari anak luar
kawin tersebut, yang mana harus terlebih dahulu meminta persetujuan

dari ibu anak luar kawin tersebut.

b. Bahwa ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut kemudian menikah
antara satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan hubungan
perkawinan diantara keduanya. Karena konsepsi dari anak luar kawin
adalah anak yang dilahirkan di luar dari hubungan perkawinan, maka
untuk menjadikan anak luar kawin menjadi anak sah, orang tua dari
anak luar kawin tersebut harus terikat dalam perkawinan. Perlu
diketahui bahwa pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan paling
lambat pada perkawinan antara kedua orang tua dari anak luar kawin,
yang mana dalam akta perkawinannya dicantumkan pengakuan anak

luar kawin mereka sebagai anak mereka.

c. Kemudian dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut dicantumkan
pengesahan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari kedua orang

tuanya.

Akibat-akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin tersebut adalah
bahwa anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari orang tua yang
mengakuinya, dengan demikian hak-hak anak sah menjadi hak-hak bagi anak luar
kawin tersebut. la mendapatkan hubungan keperdataan terpenuh yaitu terhadap
ibu dan keluarga ibunya (yang mana telah ada dengan sendirinya), beserta ayah
dan keluarga ayahnya. Perlu diketahui bahwa dengan pengakuan dari ayahnya,
anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan degan ayahnya saja dan

bukan dengan keluarga ayahnya. %

1% Ahmad Dedy Aryanto, Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia, Jurnal
Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.



Demikian Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan bahwa
anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah setelah diakui sebagai anak
sekaligus disahkan sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak ini,

timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orangtuanya.

Jika seorang anak telah dihukum sebagai anak yang lahir di luar
perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat
hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan

ayah/bapak biologisnya, yaitu :
a) Hubungan Nasab

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan,
dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara
hukum anak tersebut sama sekali “tidak dapat dinasabkan” kepada ayah/bapaknya
biologisnya, meskipun secara nyata ayah/bapak biologisnya tersebut merupakan

laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannyaitu.

Jika perkawinan sah menurut agama Islam, maka segala akibat hukumnya
pun mesti sah pula. Dengan demikian, kedudukan anak yang dibuahkan “di luar
perkawinan” dan anak yang dibuahkan di luar perkawinan Islam, hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, demikian
menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala

KUA Kec. Suppa bahwa:
“Ketika perkawinan itu sah dimata hukum yaitu undang-undang atau KHI
maka anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil itu tetap berstatus
sebagai anak sah dan tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya, jadi
hak-hak anak seperti hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak
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warisan tetap wajib diberikan dari kedua orang tuanya.”%’

Sebagaimana Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain.

“(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya
yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau
menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika
kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan
yang tidak dapat dihindarkan lagi; (2) Orang tua bertanggung jawab atas
kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban
tersebut pada ayat (1).”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak
merupakan titipan atau amanah Allah Swt yang harus dijaga dan dibina dengan
sungguh-sungguh oleh kedua orangtuanya. Mendidik agar manusia berguna dari
dunia akhirat, memberi pelajaran dan ilmu ilmu yang bermanfaat. Orang tua
berkewajiban memelihara dan mendidik supaya anak tersebut dapat berdiri

sendiri.
b) Nafkah

Menurut para ahli fikih, orang yang pertama yang bertanggung jawab atas
nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab dan dalam hal ini adalah

ayah kandung.

Dalam Pasal 104 KHI disebutkan sebagai berikut:

“(1)Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada
ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan
dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada
ayah atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun,
dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan
persetujuan ayah dan ibunya.”

Selanjutnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

ditegaskan, bahwa:

107Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan
Suppa pada tanggal 14 juni 2023.



Dalam hal terjadi perceraian:

“(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya. (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz
serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai
pemegang hak pemeliharaan. (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh
ayahnya; Dengan memperhatikan ketiga Pasal yang tercantum dalam
Kompilasi Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua
dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah
terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.”%

Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak
itu walaupun secara biologis dan geneologis anak tersebut adalah darah dagingnya
sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan

secara hukum.%®

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib

memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah biologis, meskipun anak tersebut secara biologis
merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal
sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai
kewajiban hukum memberikan nafkan kepada anak tersebut. Namun demikian
terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman ta’zir berupa
kewajiban memberikan biaya nafhkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain
sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selain hukuman had tetap berlaku atas

dirinya.

Hal itu berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, maka ayah tetap

dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya

198Tedy Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia
Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, Jurnal llmu Hukum, Vol 13, No. 2, 2011.
199Abd.Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve).
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sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi

Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis sebagaimana yang diungkapkan

oleh Pelaku sebagai berikut:

“Setelah saya bercerai dengan istri saya, saya masih selalu memberikan
nafkah kepada anak saya, seperti biaya sekolahnya, tapi saya tidak rutin
tiap bulan meberikan, karena penghasilan saya juga tidak tetap, kalau lagi
ada rejeki saya kasih lagi.”*1

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, maka menulis berpendapat
bahwa tanggung jawab orang tua adalah tanggung jawab terhadap anak-
anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak memiliki kewajiban yang
sangat besar untuk membesarkan anak tersebut. Orang tua bukan hanya
membesarkan anak saja, melainkan membimbing serta mendidik anak menjadi

lebih baik untuk masa depannya.
c) Hak-Hak Waris

Dalam hukum Islam sebab waris mewarisi adalah karena hubungan
perkawinan dan hubungan nasab, seorang suami isteri dapat waris mewarisi
karena keduanya terikat dalam perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Islam
sebagai hak yang diperoleh karena perkawinan tersebut. Hubungan nasab seorang
ayah dengan anak dalam hukum Islam juga ditentukan oleh sah dan tidaknya
hubungan perkawinan antara laki-laki dengan seorang perempuan Yyang

melahirkan anak tersebut.

Hubungan anak yang lahir luar nikah terhadap orang tuanya menurut
hukum positif hanya hubungan biologis saja, kecuali kalau kedua orang tuanya

mengakuinya. Sedangkan menurut hukum Islam, hubungan anak yang lahir luar

110Anto, pelaku, Wawancara oleh penulis di Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa pada
Tanggal 31 Mei 2023.



kawin terhadap orang tuanya adalah hanya mempunyai hubungan hukum dengann

ibunya saja, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala

KUA Kec. Suppa bahwa:
“Terkait warisan anak luar nikah itu hanya mendapat warisan dari ibunya,
tidak dari ayah biologisnya, akan tetapi kalau berdasarkan fatwa mui ayah
biologisnya dikenakan hukuman fa zir yaitu mencukupi kebutuhan hidup
anak tersebut dan Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat
wajibah bukan warisan.**!

Pembagian warisan baik menurut hukum perdata adalah diutamakan orang
yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris sesuai dalam pasal 832

KUHPerdata :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga
sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar
perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-
peraturan berikut ini.” Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang
hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik
negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut,
sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu

Untuk dapat mewaris maka ahli waris itu ada yang karena ditunjuk oleh
UU dan ada yang karena ditunjuk oleh surat wasiat yang dapat mewaris

berdasarkan UU dibagi atas 4 (empat) golongan yaitu :
1. Anak dan suami/isteri,

2. Adanya pembelahan (kloving) %2 untuk keluarga ibu dan “2-nya untuk

keluarga ayah khususnya untuk leluhur ke atas;
3. Saudara kandung dan orang tua;

Keluarga dalam garis menyimpang sampai ke 6 (enam) kalau semuanya

tidak ada akan jatuh pada Negara.

111Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan
Suppa pada tanggal 14 juni 2023.
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Penggolongan pewarisan anak luar nikah dibagi atas :
1. Anak sah (anak yang lahir dalam perkawinan yang sah),
2. Anak luar nikah dapat dibagi atas :

a. Anak luar nikah dapat diakui sahnya yaitu : anak yang lahir dimana
antara laki-laki dan perempuan itu belum kawin atau keduanya tidak

ada hubungan darah;

b. Anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah, yaitu anak sumbang
(anak yang lahir dimana anak laki-laki dan perempuan itu
mempunyai hubungan darah) dan anak zina yaitu anka laki-laki dan
perempuan itu yang keduanya atau salah satunya telah terikat oleh

suatu perkawinan yang sah.

Anak luar nikah inilah yang dapat diakui sah dan boleh mendapatkan harta
warisan, sedangkan anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah hanyalah

mempunyai hak atas biaya hidup.

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang telah
dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi
dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal
186 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan
mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak
ibunya. Akan tetapi Melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah
Konstitusi telah melakukan terobosan hukum tentang hubungan anak luar nikah
yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Putusan tersebut berbunyi :
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti



lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata

dengan keluarga ayahnya.”

Putusan tersebut di atas, hanya dapat tercapai dengan adanya bukti yang
memberikan kebenaran mengenai adanya hubungan antara anak luar kawin
tersebut dengan ayahnya, yang mana dapat dibuktikan secara ilmiah, yang dalam
hal ini adalah pembuktian DNA. Mengingat bahwa pembuktian DNA tersebut
adalah pembuktian dengan nilai akurasi yang sangat tinggi, maka apabila orang
yang didalilkan tersebut adalah memang benar-benar ayah dari anak luar kawin
tersebut, maka pembuktian DNA tersebut akan membuktikannya sedemikian rupa.
Dengan adanya perluasan hubungan berdasarkan pembuktian DNA, maka anak
luar kawin memiliki hak-hak yang serupa dengan anak-anak sah, bukan saja
terhadap hak-hak anak secara umum, melainkan juga hak-hak perdatanya, yang
antara lain adalah hak atas warisan dari pewaris, kewarisan anak yang lahir di luar
nikah terhadap harta peninggalan orang tuanya bahwa anak tersebut memperoleh

hak warisnya, jika anak tersebut diakui sah oleh orang tuanya.**?
d) Hak Perwalian

Pernikahan harus dilaksanakan menurut ketentuan Syari’ah Islam.
Pernikahan baru dipandang sah apabila telah secara kumulatif memenuhi syarat

dan rukunnya, dan salah satu rukun atau syarat tersebut adalah adanya wali.

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad (perikatan)

antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami dan calon isteri.

Akad nikah ini harus diucapkan oleh wali si perempuan wanita dengan
jelas berupa ijab (serah) dan kabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan

di hadapan kedua orang saksi yang memenuhi syarat.

112 Ahmad Dedy Aryanto, Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia, Jurnal
Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.
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Jadi perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perikatan antara wali
perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu. Bukan perikatan
antara seorang wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut agama lain.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan
agama mendapatkkan keturunan untuk mencegah maksiat dan untuk membina
keluarga runah tangga yang damai dan tentram. Dalam definisi yang lain
dinayatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk
memenuhi tuntutan hajat tabiat kemnusiaan dan juga untuk memperoleh
keturunan yang sah. Adanya wali dalam pernikahan adalah syarat kesahan akad

nikah, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.

Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang
ada ialah ayah dari pengantin wanita kemudian kalau tidak ada berhalangan
berulah kakeknya, kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah kemudian
saudara lelaki barulah itu kerabat-kerabat terdekat yang lain. Yang dimaksud
dengan wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong asabah dalam
waris, bukan kelompok zawil arham. Untuk sahnya orang menjadi wali atau saksi
dlam pernikahan harus mempunyai enam syarat yaitu : Islam, baligh, berakal

sehat, merdeka, laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali, dan adil.

Masalah perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa,
berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat

perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:*®
1) Calon mempelai pengantin pria,

2) Calon mempelai pengantin wanita,

113 Rusdaya Basri, Figh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah



3) Wali dari pihak calon pengantin wanita,
4) Dua orang saksi
5) dan ijab gabul.

Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun

tersebut:!*
1) Calon suami, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam
b. Laki-laki
c. Jelas orangnya
d. Dapat memberikan persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2) Calon isteri, syarat-syaratnya:

a. Beragama Islam

b. Perempuan

c. Jelas orangnya

d. Dapat dimintai persetujuan

e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

a. Laki-laki
b. Dewasa

c. Mempunyai hak perwalian

114 Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai
Kompilasi Hukum Islam (Kencana, 2019).
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d. Tidak terdapat halangan perwalian
4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab gabul

c. Dapat mengerti maksud akad
d. Islam

e. Dewasa

f. ljab Qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan gabul dengan lisan. Inilah
yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu
sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. ljab
dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul

dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.!*®

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina
(di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut
akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk
menikahkannya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang

ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:*

“(1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. (2) Yang
bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat
hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. (3) Ketentuan hukum yang
sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut,
sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar
pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

115 Basri, Figh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.

118Ali Mohtarom, Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan
Hukum Positif, Jurnal Al-Murabbi, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018



Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Asri selaku

Penghulu di KUA kec. Suppa sebagai berikut:

“Biasanya kalau anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan atau
biasa disebut anak luar kawin itu menurut hukum Islam hanya dinasabkan
kepada ibunya, jadi ketika nnti ingin menikah maka yang menjadi walinya
itu adalah wali hakim, kemudian dilihat juga dari kelahirannya, apabila
anaknya lahir kurang dari 6 bulan dihitung dari pernikahan sah orang
tuanya maka anak tersebut termasuk anak tidak sah dan ayah biologisnya
tidak berhak menjadi walinya*'’

Hal senada diungkapkan oleh bapak Rusli Dela selaku kepala KUA Kec.

Suppa bahwa:

Dalam penentuan wali nikah anak hasil nikah hamil di KUA Kecamatan
Suppa bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan akan mengunakan
wali hakim. Yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran anak perempuan
dan memeriksa buku nikah orang tuanya. Kemudian dihitung dari jarak
antara pernikahan orang tua dengan jarak kelahiran anak kalau lebih dari
enam bulan berarti menggunakan wali nasab sedangkan kalau kurang dari
enam bulan maka menggunakan wali hakim.”8

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat kepala KUA dan Pegawai
Pencatat Nikah KUA Suppa mereka sepakat terkait kasus penetapan wali bagi
anak hasil nikah hamil yang lahir kurang dari 6 bulan dan akan menikah maka

yang menjadi wali nikahnya wali hakim sesuai dasar hukum yang ada.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum islam menyebutkan bahwa nikah
terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam

kemudian menjelaskan mengenai wali nasab:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama,

kelompok kerabata laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari

117Bapak Muhammad Asri, Penghulu KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA
Kecamatan Suppa pada tanggal 13 juni 2023

118Bapak Rusli Dela, Kepala KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA Kecamatan
Suppa pada tanggal 14 juni 2023.
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pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki
kandung atau saudara laki- laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung
ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.Keempat,
kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah

kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam status kelompok wali nikah terdapat beberapa orang
yang sama-sam berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi
wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon

mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabata

yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama berhak atau sama-sama derajat
kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan

mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali nikah baru dapat
bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghindarkannya
atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam
hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali

nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.!®

Berkaitan dengan adanya hak wenang pada ayah biologisnya sebagai wali

nikah terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, penulis menyampaikan

119D, Y Witanto. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar kawin. Prestasi
Pustakaraya. Jakarta. 2012.



pendapatnya bahwa tidak ada kebolehan bagi seorang ayah biologis menjadi wali
bagi anak hasil zina tersebut, hal tersebut disebab karena tidak adanya ikatan
nasab secara syar’i diantara keduanya, maka putuslah hubungan hak dan
kewajiban diantara keduanya. Sehingga nasab anak tersebut hanya sampai pada

wanita yang melahirkannya.

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang artinya agama yang
memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam
sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman
pidana mati (rajam) bagi orang yang melakukan zina, namun bukan berarti anak
yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orang tua
yang melakukan perbuatan zina. Setiap anak memiliki hak yang sama dihadapan
Tuhan, Negara dan hukum. Memberikan pembatasan terhadap hak-hak yang
seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar konstitusi,
namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah diberikan oleh
Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Sang
Pencipta. Artinya walaupun secara keperdataan anak luar kawin tidak memiliki
hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama
sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari

benih yang ditanamnnya.

Menurut ruang lingkup Islam, anak dilahirkan dari seorang perempuan
dalam keadaan suci, yaitu suatu kondisi dimana anak tersebut masih dalam
keadaan bersih tanpa dosa namun belum tahu apapun secara pengetahuan.
Meskipun demikian, dari sejak lahir anak telah dibekali Allah dengan beberapa

alat indera, akal dan hati.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan wanita

hamil di luar nikah baik dilihat dari segi perspektif fighi dan Kompilasi Hukum
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Islam, kemudian dapat kita analisis secara hukum Islam sebagaimana dalam
tinjauan teori Maslahat yang harus diuraikan kedalam lima unsur pokok yaitu
agama (Hifz al-din), jiwa (Hifz al-nafs), akal (Hifz al-‘aql), keturunan (Hifz al-
nasl) dan harta (Hifz al-mal) untuk menguraikan maksud ketentuan beberapa
pandangan mengenai akibat hukum perkawinan hamil di luar nikah. Untuk

menguraikan maksud hal tersebut yaitu:

Pertama, pemeliharaan agama (Hifz al-din). Jika pemeliharaan terhadap
agama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI dan beberapa pandangan baik
dari perspektif figih dan hukum positif, berarti dengan dibolehkan melangsungkan
perkawinan bagi pasangan zina, meskipun dilakukan atas dasar keterpaksaan hal
itu sudah menunjukkan bukti melakukan taubat. Dengan demikian, pasangan
tersebut berhenti melakukan perzinaan, dan kemudian melangsungkan perkawinan
untuk memulai kehidupan yang baru dalam ikatan perkawinan yang sah.
Walaupun demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan
agama secara optimal, karena dengan membolehkan perkawinan justru bisa
berakibat bagi legalisasi perzinaan. Seharusnya upaya yang dilakukan untuk
memelihara dalam konteks perzinaan adalah dengan mengoptimalkan upaya
pencegahan. Perzinaan adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga
keberadaannya harus diberantas dan diperangi. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah dengan memberikan sanksi terhadap pasangan zina untuk memberikan
hukuman atas perbuatannya. Pemberian sanksi diharapkan mampu memberikan
efek jera, sekaligus melakukan upaya preventif kepada orang lain agar tidak
melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari. Dengan demikian, perkawinan
sebagai ibadah untuk memelihara agama akan senantiasa dilakukan atas dasar
kerelaan dan keinginan untuk beribadah dan bukan dilandasi keterpaksaan dan

keterdesakan untuk menyembunyikan aib (hamil).



Kedua, pemeliharaan jiwa (Hifz al-nafs). Kebolehan melangsungkan
perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah mempunyai makna penting bagi
upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Setelah dilangsungkan perkawinan, jika kelak
anaknya lahir akan mendapat hak nafkah dari laki-laki yang menghamilinya.
Sehingga, wanita akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan
yang menyangkut kebutuhan primer atau pokok dalam kehidupan sehari-hari,
berupa: kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kondisi sebaliknya akan terjadi
jika ternyata laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab atau tidak
dibolehkan mengawininya. Bisa dimungkinkan, dalam kondisi seperti ini wanita
akan menjalani hidup seorang diri dan bahkan sampai menjadi orang tua tunggal
(single parent). Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja sendiri tentu
akan memberikan kesulitan bagi kehidupan seorang wanita, lebih-lebih jika
kondisi itu disebabkan karena sikap lakilaki pasangan zinanya tidak mau

bertanggung jawab.

Ketiga, pemeliharaan akal (Hifz al-‘agl), Seorang wanita hamil di luar
nikah sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan
terus-menerus tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal,
terutama bagi pihak wanita. Meskipun pemeliharaan akal di sini tidak dilakukan
melalui media pendidikan formal (lembaga pendidikan), namun dengan

melangsungkan perkawinan itu sudah cukup menyelamatkan akal.

Keempat, pemeliharaan keturunan (Hifz an-nasl), aturan perkawinan
wanita hamil mempunyai orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap
keturunan. Keturunan merupakan manifestasi jangka panjang bagi orang tua. Oleh
sebab itu, eksistensi keturunan (anak) harus dipelihara dan diselamatkan. Dengan
demikian, melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah

konkret untuk memberi kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan,
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memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak zina dan logikanya untuk

mengakhiri status anak zina.

Kelima, pemeliharaan harta (Hifz al-mal), Untuk memelihara harta, Islam
sudah mengenalkan tentang cara untuk memelihara dan melindungi harta dari
kemafsadatan jika upaya tersebut tidak dilakukan. Pemeliharaan pada konteks
keberlakuan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan wanita hamil, dengan
dilangsungkan perkawinan akan berimplikasi pada terpeliharanya harta, berupa
penggunaan dan pendistribusian harta sebagaimana mestinya. Konteks
pemeliharaan harta pada kasus kawin hamil menunjukkan, setelah dilangsungkan
perkawinan maka penggunaan harta akan terbatasi pada kegiatan yang berkaitan
dengan pihak-pihak yang berkaitan, di antaranya digunakan untuk menafkahi dan
memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, hal pokok lain yang tidak kalah penting
adalah terkait dengan hak anak (hasil zina) untuk ikut menikmati harta tersebut,
termasuk juga menyangkut hak waris anak jika suatu saat orang tuanya meninggal
dunia. Karena, secara hukum telah dinyatakan jelas sebagai keturunan dari

pemilik harta yang bersangkutan.!?°

1201shragi, Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1, (Surakarta: Fakultas Agama Islam
UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 2009)



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada sebelumnya, maka pada
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Status hukum anak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam Hukum
Positif mempunyai status yang sama dengan anak hasil dari perkawinan yang
sah, selagi ayah biologisnya mengakui bahwa anak itu adalah anak hasil
hubungan dengan ibunya dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang
menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya,
sedangkan dalam hukum islam, status anak dari pernikahan wanita hamil
diluar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, anak itu
tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.

2. Perlindungan hukum anak hasil zina menurut Hukum Positif dan Hukum
Islam adalah hukum Positif mengatur perlindungan anak di dalam tataran
konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan anak
(alimentasi) oleh orang tua, dengan jalan pengakuan anak dan pengesahan
anak, kemudian Hukum Islam tidak membahas masalah perlindungan anak
hasil perzinahan yang mengatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki
hubungan dengan ibunya saja termasuk dalam hal perlindungan.

3. Akibat hukum terhadap hak anak dari hasil pernikahan wanita hamil diluar
yaitu hubungan nasab seperti yang telah dikemukakan bahwa anak luar nikah
hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga
ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum
Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan saling

mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Akan tetapi menurut
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hukum perdata BW kewarisan anak yang lahir di luar nikah terhadap harta
peninggalan orang tuanya bahwa anak tersebut memperoleh hak warisnya,
jika anak tersebut diakui sah oleh orang tuanya. Kemudian wali nikah anak
luar nikah adalah dilihat dari jarak antara pernikahan orang tua dengan jarak
kelahiran anak kalau lebih dari enam bulan berarti menggunakan wali nasab
sedangkan kalau kurang dari enam bulan maka menggunakan wali hakim.
Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian maka direkomendasikan, sebagai berikut:
Bagi pemerintah diharapkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait
dampak negatif dari seks bebas agar dapat mengurangi kasus hamil diluar
nikah khususnya di sekolah SMP atau SMA karena dilihat dari kasus yang
ada kebanyakan pelaku hamil diluar nikah dari kalangan remaja yang masih
duduk dibangku sekolah.
Agar tidak terkesan melegalkan perzinaan, hendaknya keberadaan ketentuan-
ketentuan peraturan yang mengatur tentang perkawinan hamil di luar nikah
ini perlu diperketat dan diberikan sanksi kepada pelaku untuk memberikan
efek jera sehingga perzinaan tidak semata-mata dengan gampangnya

dilakukan.
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ABSTRACT

There are many cases of pregnant women out of wedlock and this is not a
taboo anymore. In this case, there are children whose status is not clear because
there are many views and beliefs that need to be understood. The purpose of this
study is to analyze how the legal consequences of children's rights from
extramarital marriage of pregnant women in Pinrang Regency.

The type of research used is qualitative descriptive. Descriptive research,
researchers go directly to the field or carried out in the field through observation,
interviews, and documentation, in order to obtain clear and representative data.
The data that has been collected is processed by qualitative analysis. The process
of data analysis goes through three stages, namely data reduction, data
presentation, and data verification or drawing conclusions and testing the validity
of the data.

The results of this study show several things, namely: 1) The legal status
of children arising from the marriage of pregnant women out of wedlock seen
from the perspective of Islamic law that children born out of wedlock only have
civil relations with their mothers and their mother's family. Meanwhile, according
to positive law, a child born out of wedlock has a civil relationship with his
mother and his mother's family and with a man as his father if it can be proven
based on science and technology or other evidence according to the law to have a
blood relationship, including a civil relationship with his father's family. 2)
fulfillment of legal protection of children's rights resulting from the marriage of
pregnant women, namely from the mother's womb (fetus) until the age of eighteen
years 3) Legal consequences for the rights of children from the marriage of
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pregnant women, namely extramarital children have a sexual relationship with
both parents.

Keyword: Legal Consequences, Marriage of Pregnant Women, Children's
Rights and Benefits

Introduction

Marriage according to Islamic law is a marriage that is a very strong
contract or miitsaaqon gholidhan, obeying the commandments of Allah and
fulfilling them is worship. In addition, there is also the word al-nikahu (marriage),
which etymologically means Aldhammu waltadakhulu (uniting and fulfilling each
other), which is expressed in the expression tanakahati al-zara'u, which means tree
that merges and slips (penetrates) because it contains elements of marriage
between a man and a woman and his spouse being the rules as the two religious
parties. A door and a pair of shoes. The word nikah can mean marriage ceremony,
so it means marriage or also refers to the meaning of al-wath'u (intercourse). 1%

Allah created man and woman so that they could relate, love, multiply and
coexist in peace and prosperity, in accordance with the commandments of Allah
and the guidance of the Prophet Muhammad. Thus, this religion prescribes the
meeting of man and woman, after which the meeting is arranged so that
"marriage” takes place and the misery of man and woman is resolved peacefully
or sakinah as defined in the Qur'an Surah al-Rum/30:21. Sakinah comes from the
word sakana etymologically which means silence when something is excited. The
knife is called shikkin because it is a tool that keeps slaughtered animals
motionless after battle. Because marriage is dynamic, active, peaceful, and not

like the death of an animal, Sakinah said.??

12y usuf Ad-duraiswisy and Nikah Siri, ‘Mut’ah Dan Kontrak dalam Timbangan
Alqur’an Dan As-Sunnah, Cetakan Pertama’, Jakarta: Jurnadats Tsamiah, 2010.

122M Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tentang Zikir Dan Doa (Lentera Hati Group,
2006).



Islam has regulated the marriage issue in great detail so that man can lead
an honorable life according to a very high position among other creatures of God.
The relationship between man and woman is based on reverence for Allah as Al-
Halik. For Muslims, the marriage contract contains several things, conditions and
pillars of marriage that must be fulfilled to achieve a valid marriage. The Muslim
Marriage Law was enacted based on Law No. 1 of 1974 for Muslim groups.*?®

Definition of Marriage Based on Article 1 of Law No. 1 of 1974:

“Marriage is the inner birth bond between a man and a woman as husband
and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on
the divinity of the Almighty.” The definition of marriage is underlined in Article 2
of Islamic Law (KHI):

“Marriage according to Islamic law is marriage, that is, a very strong
contract or mitzagan ghalidzan, obeying and fulfilling the commandments of
Allah is worship.” .12

According to jurisprudence, marriage is valid if: 1) the bride is lawfully
married to her husband, 2) two male witnesses are present, 3) the bride's guardian
fulfills the contract. Indonesian Muslims obeyed this third requirement, and
Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla and
Ibn Shubrumah agreed.'®

The purpose of marriage in Islam is to fulfill religious commandments in
order to build a prosperous, prosperous, and happy family. Sakinah in exercising
the rights and fulfilling the obligations of each family member means the

tranquility of life, both outwardly and mentally, which is caused by the realization

123Wahyu Wibisana, ‘Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya:
Perspektif Fikih Dan Hukum Positif’, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta lim, 15.1 (2017).

24Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
Kompilasi Hukum Islam, h. 14

125A Hamid Sarong, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Praktek Dan Prospeknya’,
Banda Aceh: Global Institute, 2015.
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of good relationships in the family, so that happiness, love and a happy family
arise.

A complete family is the dream of every married couple. Achieving the
ideal family requires the cooperation of all family members. Since the two couples
get married, they must have a good working relationship.'?® Therefore, realizing
and realizing a dream family that is in line with the goals of marriage is not an
easy thing and requires very careful and detailed planning both in terms of
physical, mental, financial and social. Another step to take is coaching and
guidance to build a happy life in the family, especially in this world and hereafter.
This is practiced in everyday life so that the family that is built has a happy family
life and allows the continuity of the family. Family life is used.

Marriage is a gift of Allah Almighty, one of the signs (verses) of his power

in this universe. This statement is in accordance with what Allah said in QS An-

Nur/24:3
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Translation:

“The male adulterer may not marry except with the female adulterer, or
with the idolatrous woman, and the female adulterer may not marry
except with the male adulterer or with the idolatrous man, and such is
forbidden to believers.” 1#’

Islam regulates marriage and strictly forbids various forms of prostitution

and adultery, as adultery is not only a shameful act but is also seen as a cause of

126Fatchiah E Kertamuda, ‘Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia’, Jakarta:
Salemba Humanika, 2009.

127R 1 Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova, Al-Quran’,
Bandung: Syaamil Quran, 2012.



chaos and generational mixing. This is the background of Islamic teachings that

always emphasize the protection and preservation of the sanctity of nasab.!?

The association among adolescents and young people today can be said to
be very worrying. Not a few of them are trapped in promiscuity due to the misuse
of technological facilities such as the internet; So it is not surprising that there are
many phenomena of pregnant women out of wedlock, technological sophistication
greatly supports the existence of increasingly open promiscuity, so it is not
surprising that there is an out-of-wedlock pregnancy, and it is found that parents
come to the Religious Court to apply for marriage dispensation for adolescent
children because they must immediately marry for the status of children in the

womb as a result of adultery.*?°

A child born of adultery or an out-of-wedlock child has only family
relations, life rights and obligations, and rights and inheritance relationships only
with the mother and her family, not with the biological (genetic) father, unless the
father is willing to remain responsible and continue to fulfill his rights and

obligations according to Islamic law.

According to civil law, a child is a child who is considered to be born from
a legal marriage between his father and mother, and the law in this case stipulates
that the longest human content is 300 days and the shortest is 180 days. Therefore,
if the child is born before 180 days after the anniversary of marriage, then the
husband has the right to refuse the marriage of the child. Unless he knew before

marriage that his wife was pregnant or her husband was present when the birth

128R Tetuko Aryo Wibowo and Thohir Luth, ‘Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan
Dalam Kawin Hamil’, Jurnal limiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5.2 (2020),
233-40.

129K hoirul Abror, ‘Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut
Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)’, Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 10.01
(2018), 370667.
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certificate was made and also signed the birth certificate. In this case the husband

is considered to accept and acknowledge the child born as his child.**°

A child due to infidelity raises its own legal problems along with its civil
status. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) which is a source of
legal reference for Indonesian Muslims as well as a source of legal decisions

religious courts state:
Article 100 of the IHL reads as follows:

"Children born out of wedlock have family ties only with the mother and
her family.” Therefore, a child is simply defined as the child of a mother. This is

also expressly explained in Article 43(2) of Law Number 1 of 1974 which states:

"Children born out of wedlock only have civil relations with their mother

and family". '3

The purpose of a marriage certificate for pregnant women on the one hand
is to save the living conditions and fate of the child they give birth to, so that they
get equal rights after birth and avoid discriminatory treatment. On the other hand,
pregnant women out of wedlock are sometimes allowed to marry wretchedly,
which is one of the causes of the increase in cases of adultery that can affect social

life.

The rules of marriage that are valid according to Islamic law must clearly
be implemented, but not a few violate them just to fulfill their shahwat desires, so
that there are actions that are not allowed by shari'a’, in this case such as adultery
and pregnancy out of wedlock. Every action has been confirmed to have

consequences that will be borne by the perpetrator. In order to hide shame and

130Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet ke 31, (Jakarta: Inter Massa, 2003).
181 Kementerian Agama RI, Undang-Undang Perkawinan (CV. Al-Alawiyah: Semarang,
1974).



survive, women who become pregnant because of adultery marry a pregnant man
or another man. This problem becomes even more complicated when in today's
social life it is clear that this occurrence is common in society. The issue has now
become clear that this case is not only about the adultery of the perpetrator and
hudud punishment for his actions, but also about the position and fate of the child

in the womb of the pregnant woman.

The recognition of a child born of adultery as the heir of the mother and
the mother's family means that the child born out of wedlock is entitled to inherit
from the mother and the entire mother's family, but the compilation of Islamic
law, especially Book Il which deals with inheritance law, does not regulate the

division of inheritance between children.

Children resulting from adultery in Indonesia are no longer a foreign
phenomenon in Indonesian society along with the development of technology and
the influence of western culture, thus, this becomes one of the triggers for easy

promiscuity and pregnancy outside legal marriage.

Research Methods

The type of research used is qualitative descriptive. Descriptive research,
researchers go directly to the field or carried out in the field through observation,
interviews, and documentation, in order to obtain clear and representative data.
The data that has been collected is processed by qualitative analysis. The process
of data analysis goes through three stages, namely data reduction, data
presentation, and data verification or drawing conclusions and testing the validity
of the data.

Research Results and Discussion
Legal Status of Children from Extramarital Marriage of Pregnant Women in
Pinrang Regency

Etymologically, marriage is represented by the word Nika which means
meeting and contract. Meanwhile, according to Shara's conception, marriage is a

contract that contains pillars and conditions. According to Law Number 1 of 1974,
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marriage is an inner birth bond between a man and a woman as husband and wife
with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on faith in
God Almighty. In Islamic law in Indonesia, marriage is defined as marriage,
which is a very strict contract that is carried out as a form of worship and aims to
achieve the family life of Sakinah, Mawaddah and Rahmah, namely the life of
Mitsagan Galidzan, in accordance with Allah's command. %2

On the subject of pregnancy out of wedlock, the Quran does not
distinguish between adultery and prostitution. Sexual intercourse between a man
and a woman outside of legal marriage is adultery. The Qur'an considers the act of
conceiving out of wedlock as an abomination, this is confirmed in Q.S al-
Isra/17:32.1%3

(VY))'%;& sl 4..»;‘5 JE &) [;)\ 1595 Y5

Translation:

“And stay away from adultery. Indeed, adultery is an abomination.”

A child born out of wedlock is a child born through intercourse after the
marriage contract. In Islam, the minimum gestational time to assess the legitimacy
of a child is six months. In Surah al-Ahqaaf verse 15, the Qur'an gives instructions

to the Word of Allah:
| &l 13 @;C\x_a Ol allagg i\k’;;ﬁj}s Laing; b g 4 Ll,uil.u\ Al (Yl Giagg

%
>
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Translate:

“We command man to do good to his parents. Her mother conceived him
with great difficulty and gave birth to him with difficulty. Thirty months
from conception to weaning, and until she reached forty years of age, she
prayed: Give me good by giving kindness to my children and
grandchildren. 1 am very sorry for you and I am one of those who really
gave up.”

132Nur Puat, Status Hukum Anak Diluar Nikah, Jurnal Al Hikmah, Volume 3, Nomor 2,
September 2013

133R I Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah New Cordova, Al-Quran’, Bandung:
Syaamil Quran, 2012.



In addition, Allah affirms the length of breastfeeding, with His words in
Sura al-Bagarah verse 233:
GRS 38 A3 G ST
Translate:
“Mothers should breastfeed their children for two full years”

The minimum age of a baby to be born in the womb is 6 months since
marriage. This is deduced from the Word of Allah in Sura al-Ahgaaf verse 15

above:
Toas o A0 Altass abas

Translate:
“And it takes 30 months to wean (a total of two and a half years).”

Scholars and Ibn Abbas agree that the first stanza of the poem refers to the
30-month period from conception to weaning. The second verse explains that
weaning takes 2 years or 24 months after the baby has fully breastfed. Therefore,
babies need at least 6 months (30-24 months) in the womb. Therefore, even in a
legal marriage, a baby born less than six months old cannot be attributed to his
father's lineage. He has a family relationship only with his mother and family

(Article 100 of the Indonesian Islamic Law Code).***

The compilation of Islamic law states that if a man marrying a pregnant
woman becomes pregnant, then the marriage performed during pregnancy is valid
and valid. A marriage is void if the married man is not pregnant. This is regulated

in Article 53 paragraphs 1 to 3 KHI which states:

a. A pregnant woman out of wedlock, can be mated with the man who

impregnated her.

134Nur Puat, Status Hukum Anak Diluar Nikah, Jurnal Al Hikmah, VVolume 3, Nomor 2,
September 2013.
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b. Marriage with a pregnant woman referred to in paragraph (1) can take

place without waiting for the birth of her child.

c. With the marriage taking place when the woman is pregnant, there is no

need for remarriage after the conceived child is born.*®

From the sound of the article above, it can be explained the provisions in

the Compilation of Islamic Law Article 53 as follows:

f.

Marriage of pregnant women is allowed for pregnant women without
mentioning the reason for pregnancy. That is, anything that causes a
woman to become pregnant before a valid marriage can be a condition of a
valid marriage, as long as the pregnant woman meets the conditions of
marriage. Pregnant women who are injured as a result of rape, sexual
abuse, or adultery are allowed to marry pregnant women. A pregnant
woman can marry even though her pregnancy is the result of intentional

adultery and there is no doubt about it.

The marriage of a pregnant woman can be carried out only with the male
who impregnated her. That is, according to the contents of Article 53 the
person who has the right to marry a pregnant woman is the one who
impregnates her. That is, indirectly pregnant women should not marry

people who do not impregnate them.

If the pregnancy is the result of intentional and manifest adultery, the
marriage of the pregnant woman should take place without the prior
imposition of any prohibition. In other words, although the Qur'an and
Hadith mention punishment for adulterers, it does not have to be done

before marriage.

135Nurul Huda, “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Magashid

Syari“ah)” jurnal: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.5 no.1,
2009. h. 40



I.  Marriage of pregnant women can be carried out without waiting for the
birth of a child in the womb. That is, if it is known that a woman's
pregnancy is out of wedlock and it is also known that the man must be
responsible, then the woman can be married immediately even though the

age of the fetus in the womb is approaching the time of birth.

J.  The marriage that has been carried out has become a valid marriage and
there is no need for repetition of the marriage. This shows that the

marriage of pregnant women has legality within the scope of positive law.

According to Islamic teachings, all children have a close
(unilateral/bilateral) relationship with their father and mother, and when one dies,

one becomes the heir of the other.

According to Islamic understanding, a child born from a woman's womb is
related to the woman who conceived and gave birth to the child, regardless of how
the woman conceived, whether married or having an affair. If you use the word
"legitimate child" instead of "parent”, the mother's lineage is scientifically valid,
so for the mother all the children she gives birth to are legitimate. Therefore
scholars agree that a person born of a legal marriage as a result of a relationship
between a man and a woman inherits a nasab or genealogy from the descendants

of both parents.

According to Islamic law, an out-of-wedlock child (illegitimate child)
cannot be recognized by his father (biological father). These children have legal

relations only with their mothers.

Based on the hadith of the Prophet SAW quoted by Neng. Juaveda from
the book "Alpha Raid" by A. Hassan. There is no civil relationship between a

child born of adultery and his biological father and his family, and therefore
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cannot inherit each other. According to Neng Djubaedah, the rule is based on the
sunnah of the Prophet SAW. Jama‘ah narrates from Ibn Umar that a man accused
his wife of adultery and did not acknowledge the child he bore, but the Prophet

separated them and tied the child to his mother.**

The position of children in Islamic law contained in Islamic law is
basically the same understanding as marriage law. This is because article 100 of
the Criminal Procedure Code is the same as article 43 paragraph (1) of the
Marriage Law which stipulates that extramarital children are only related to the

mother and her family.**’

According to Indonesia's positive law, a child's status is distinguished
between legal and illegitimate children. Marriage of offspring is based on the
existence of a valid marriage. While extramarital children are children who are not

based on legal marriage. Such a child is called an illegitimate child.

German Civil Code (B.W.) defines illegitimate children as biological
children. An out-of-wedlock child is a child born of a legal marriage, in this case a
child born to a mother but not cared for by a man legally married to the child's
mother. So the position of an illegitimate child here is an illegitimate child.
Offspring by birth or by marriage are legitimate offspring. Therefore, even if a
child is conceived in marriage, if he was born after the dissolution of the marriage
of both parents, then the child is legitimate. If the child was born in marriage even
though he was illegitimate, the child is also legitimate. Therefore, a child born

without fulfilling these conditions will become an illegitimate child. 38

1%Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
ditinjau Dari Hukum Islam, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010.

1874, Asyhari Abdul Ghoffar, Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda
Mudi, Cet- I, Jakarta : Akademika Pressindo, 2017.

1%8Busman Edyar, Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam
Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan, Jurnal Hukum
Islam, Vol. 1, No. 2, 2016.



Article 250 of the Civil Code regulates the legal status of children.
Children born and raised during marriage take their husbands as their fathers.
Based on the above provisions, the validity of marriage primarily determines the
legal status of children. Article 251 of the Civil Code implicitly stipulates that the
minimum gestation period is 180 days or 6 months. Because, the article explains
that under certain conditions a husband can deny the legitimacy of a child born
before 180 days. According to Islamic law, the pillars and conditions of marriage
must be fulfilled for the marriage to be valid. Meanwhile, Article 2(1) of Law
Number 1 of 1974 concerning Marriage states that a marriage is valid if it is

carried out according to the relevant religious and belief law.
There are three types of child status regulated in civil law, namely:

(4) A legitimate child, i.e. a child born into a legal marriage bond as

mentioned in Article 250 BW;

(5) (2) A recognized child, i.e. recognition of a child of an
extramarital child, this recognition may be made by the father of
the mother with the intention that between the child and both
parents there is a legal relationship as stipulated in Article 280

BW.

(6) A legalized child, i.e. an extramarital child between a woman and
a man who recognizes a child born before marriage as their
legitimate child, shall be made by recording it in the marriage

certificate.'®®

Still about the status of the child. However, it is likely that the child was

born out of an extramarital relationship. There are many factors that cause this

139Ahdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2008.
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today. Such a child is often called an "illegitimate child of jaddah". A title that is
unknown in people who believe in God. Although the presence of the child

without a marital relationship is the reason is "his parents”.'4°

Because of civil relations with the mother and her family, the child only
has inheritance rights from the mother and her family, including all forms of
bread, and the mother's dependents are fully until reaching adulthood. At first
glance, this provision contains discrimination against mother and child. Because,
the role of men as biological fathers is very necessary so that children can
germinate in the womb. Although the civil relationship with the father is severed
because the father does not recognize or marry the woman, this legal relationship
is actually required by the child to be able to demand reasonable child support

claims just like other children,4

Legal Protection of Children's Rights from Extramarital Marriage of

Pregnant Women

In general, legal protection of children in Indonesia is contained in the
Child Protection Law No. 23 of 2002 which states: "Child protection includes all
activities aimed at securing and protecting children and their rights in order to
live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity

and dignity and be protected from violence and discrimination.”

With regard to children's rights, Law Number 23 of 2002 Article 1
Paragraph 12 states that "Children's rights are part of human rights that must be
guaranteed, protected and realized by parents, families, communities,

governments and the state." The Act is based on four main principles of the

140Mulyana W. Kusumah (penyunting), Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta : CV. Rajawali,
1986.

141Mulyana W. Kusumah (penyunting), Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta : CV. Rajawali,
1986.



Convention on the Rights of the Child: non-discrimination, the best interests of
the child, the right to life and development, and participation. The law also covers
all aspects of children's rights, including identity rights, health rights, education

rights and protection rights.

The protection of children's rights is also contained in the Human Rights
Law No. 39 of 1999 which states: Children's rights are human rights, and for their
interests, children's rights are recognized and legally protected from birth. All

children are born with the right to have a name and citizenship.”

Through the laws and regulations mentioned above, it shows that
extramarital children already have a legal umbrella to protect their rights. The
State guarantees the rights of children including the rights of children out of
wedlock and is given legal protection. Through the Child Protection Law, the state

guarantees and protects the rights of extramarital children including:

12) The right to life, growth, development and participation in

accordance with human dignity and dignity.
13) The right to identity and citizenship.

14) The right to worship, think and express according to one's level of

intelligence.

15) The right to know his parents and to be cared for by his own

parents.

16) The right to health care and social security in accordance with

physical, mental, spiritual, and social needs.
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17) The right to education and instruction in the context of his personal
development and intelligence in accordance with his interests and

talents.

18) The right to express and have his opinion heard, as well as to
receive, seek, and provide information in accordance with his
intelligence, for his self-development in accordance with the values

of decency and decency.
19) The right to rest and recreation.

20) The right to protection from discrimination, cruelty, exploitation,

injustice and others.

21) The right to protection from abuse in political activity, involvement

in armed disputes, social unrest, warfare and violence.

22) The right to different treatment from adults in court, legal

assistance and justice in closed sessions in juvenile courts.'#?

Children should be protected from being direct or indirect victims of the
actions of others. Victims are those who have suffered harm (mental, physical or
social), either directly or indirectly, as a result of the passive or active actions of
another person or group. Basically, children are not able to protect themselves
from a wide variety of behaviors that cause psychological, physical and social
harm in different jobs and lives. Children need support from others to protect
themselves, given their circumstances and conditions. Children should be

protected from mental, physical and social harm.

Legal consequences on the rights of children born from marriages of

142 Ahmad Dedy Aryanto, Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia, Jurnal
Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.
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Marriage is an inner birth bond between a man and a woman as husband
and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on
the One True Godhead.}** Marriage in Islam is not only intended for sexual
pleasure, but to form the creation of a family, the building of a strong society,

nation and state.

Judging from Islamic Law, there is such a thing as pregnant marriage.
Regarding pregnant marriage is explained in Article 53 of the Compilation of
Islamic Law (KHI), that is, a pregnant woman out of wedlock, can be married to
the man who impregnated her. Marriage with a pregnant woman can take place
without waiting for the birth of her child. With marriage taking place when the
woman is pregnant, there is no need for remarriage after the conceived child is
born. If the woman is married to the man who impregnated her before her child
was born, then under Article 99 of the Indonesian Criminal Code, the child is a

legitimate child.44

Children according to the law are divided into two, namely between
legitimate children and illegitimate children. According to Article 250 of the Civil
Code and Article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter
referred to as UUP) what is meant by a legal child is a child born during marriage,
or in other words it can be interpreted as a child born as a result of a valid
marriage. While illegitimate children are not explicitly described in the Articles
of the Civil Code or the Law, but a-contrario illegitimate children can be

interpreted as children born to a woman who is not bound by a legal marriage with

143Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1
Pasal 1
144Enik Isnaini, Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married
By Accident) di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata , Jurnal Independent VVolume 2
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a man. From the distinction in the position of children in this law, there is a very
decisive element, namely marriage. An illegitimate child is essentially a
descendant whose birth was not based on a valid marriage. Illegitimate children in
a broad sense include extramarital children, adulterous children, and discordant
children. Meanwhile, in a narrow sense, what is meant by illegitimate children is

limited to extramarital children only.

Since the principle in inheritance is also based on nasab, a woman born out
of wedlock is considered to have no fate with the male side who interferes with
her mother illegitimately. As a result, she was not married off by a man who
interfered with her mother illegitimately, but was married off by a judge. This is

the same as a person who has no guardian at all.

What is meant by an out-of-wedlock child is a fertilized child and born out

of legal wedlock, as mentioned in national laws and regulations, among others:

1. Law No. 1 of 1974 Article 43 paragraph 1, states that children born out
of wedlock only have civil relations with their mother and her mother's
family. Meanwhile, after being tested the material becomes, "a child born
out of wedlock has a civil relationship with both biological parents and
his family can file a lawsuit in court to obtain recognition from his

biological father through his biological mother”.

2. Article 100 of the Compilation of Islamic Law (KHI), states that a child
born out of wedlock only has a sexual relationship with his mother and

his mother's family.4

The Civil Code states that: "Every child born or grown up during marriage

acquires the husband as his father" From this Article it can be concluded that a

145Ali Mohtarom, Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan
Hukum Positif, Jurnal Al-Murabbi, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018.



legitimate child according to the Civil Code is a child born or a child who is
adopted in a marriage and gets a husband as his father and the opposite
understanding of the formulation of the article above is categorized as an
illegitimate child. Hlegitimate children who fall into the category of adultery and
discordant children are extramarital children who can be legalized or recognized
by both parents. The Civil Code specifies that if a child is born less than one
hundred and eighty days (6 months), then the birth is considered unnatural from
the time of marriage, then the husband can submit a denial that the child born is

not the child produced from the seed.4®

Based on these rules, what is regulated in the Compilation of Islamic Law
on marriage of pregnant women is in accordance with the agreement of
Indonesian scholars and to reduce public unrest in solving the problems they face.
The principle of allowing marriage of pregnant women is intended to provide
protection of legal certainty to the child in the womb, and its logic to end the

status of adulterous children.
Conclusion

Based on the description that has been described earlier, the following
conclusions can be drawn:

4. The legal status of a child from a pregnant woman's marriage out of wedlock
in the Positive Law has the same status as a child resulting from a legal
marriage, as long as the biological father admits that the child is a child from
a relationship with his mother and can be proven by evidence that according
to the law has blood relations with his biological father, whereas in Islamic

law, the status of a child from a pregnant woman's marriage out of wedlock is

146D, Y Witanto. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar kawin. Prestasi
Pustakaraya. Jakarta. 2012.
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only declared to his mother and his mother's family, The child has no
relationship with his father.

5. The protection of adulterous children according to Positive Law and Islamic
Law is a positive law regulating child protection at the conventional level,
such as children's rights and obligations, child maintenance (alimentation) by
parents, by way of recognition of children and legalization of children, then
Islamic Law does not address the issue of protection of children resulting
from adultery which says that children resulting from adultery only have a
relationship with their mothers including in terms of protection.

6. The legal effect on the rights of the child from the marriage of a pregnant
woman outside is the sexual relationship as it has been stated that the child
has only an inheritance-inheritance relationship with his mother and his
mother's family only, as affirmed in Article 186 of the Compilation of Islamic
Law that a child born out of wedlock has a mutually inherited relationship
with his mother and family on his mother's side. However, according to civil
law BW inheritance of a child born out of wedlock to the estate of his parents
that the child acquires his inheritance rights, if the child is recognized as valid
by his parents. Then the marital guardian of an out-of-wedlock child is the
guardian of the judge or guardian on his mother's side such as his uncle or

grandfather.
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